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Judul : Peran Notaris Dalare Proses Perubahan Anggsran
: Dasar Perseroan Terbatas

Undang-Undang Perseroan Terbatas menempatkan profesi notaris datam kedudukan
yang sangat penting unfuk lahir dan eksistensinya suatu Perseroan Terbatas. Setiap
perubshan anggaran dasar harus ditétapkan berdasarkan hasil kepuiusan Rapat Umum
Pemegang Saham (RUP3) yang walib dituangkan dalam bentuk skia notaris. Dalam
undang-undang tersebut telah diatur mengenai jangka waktu proses pelaksanaan
perubshan anggaran dasar persevoan. Dalam tesis ini akfa noteris dalam rangka
penyesuaian dan perubahan data perseroan yang hendsk digjukan permchonannya
kepada Menteri akhirnya meniadi lewat baias waktu. Hal ini teriadi skibat adanya
kelalaian dari pihak Notaris dan dihentikannya Sistem Administrasi Badan Hukum
{SABH). Akia yang lewat batss waktu berarti felah cacat hukum, akan fetapi
perbuatan hukum untuk mengubsh anppacan dasar oleh para pibak tidak menjadi
batal. Oleh karena itu akta vang telah lewar batas waktu diperlukan keputusan RUPS
mengenal penegasan kembali atas hasit keputusan RUPS sebelumnya yang kemudian
ditnangkan dalam suatu akta notaris. Berdasarkan akia penegasan ini selanjutnya
notaris mengajukan permohonan persefujuan dan atau pemberitabuan kepada Menteri
Hukumn dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui sistern, Penelitian ini
menggunakan metode penclitian kepusiakaan yang bersifet yuridis normatif dan
ternyata dari hasii penelitian penulis ferdapat bebermapa permasalahan vang dapat
mengakibatkan tidak terpenubinya jangka waktu pelaksanaan pervhehan anggaran
dasar sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Akta Penegasan, Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
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Title : The Role of Notary in the Amendment Process to the

Articles of Association of Limited Liability Company

Limited Ligbility Company Law puts the profession of 8 Notary in & very important
position for the estahlishment and existence of a2 Linstted Liability Company. Every
amendment to the articles of association must be based on the resuit of the resolution
of the General Meeting of Sharcholders (GMS) which must be set out in the form of a
notarial deed. In such law, has been stipulated the period for the implementation
process of amendment to the articles of association of a company. In this thesis,
notarial deed in the framework of adjustment and amendment to the aricles of
association which s intended to be submitied for ifs application to the Minister has
finally become expired. This is due to the presence of negligence flom the part of the
Notary and the sioppage of Legal Entity Administration System [Sistem Administrasi
Badan Hukum (SABH)]. The expired deed means it has 2 legal defect; however, the
legal act to amend the articles of agsoclation by the partics does not become void.
Therefore, the expired deed requires a resolution of the GMS megarding the ro-
affirmation over the result of the resolution of the previous GMS which then will be
set out in a Notaral deed. Based on this deed of affirmation, then, the Notary will
submit the application for the approval and or the notice to the Minister of Law and
Human Rights of the Republic of Indonesia theough the system. This research utilizes
fibrary research method with normative juridical chamacteristic and evidently from the
result of the mesearch, there are several issues which could cause the non-falfiliment
of the period for the implementation of the amendment {o the articles of association as
stated in the statutory regulations.

Keyword: Dieed of Affirmation, Amendment to the Aricles of Association of g
Limited Lizbility Company
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BABR1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perangkat hukum merupakan salah satu perangkat yang sangat penting di
dalam perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang semakin pesat. Hukum,
dalam hal ini adalah undang-undang akan berfunpsi untuk mengatur lalu lintas
usaha sehingga timbul suatu ketertiban dalam dunia usaha.

Perubahan sosial merupakan suatn dinamika dari suatn masyarakat vang
dapat dikatakan ciri yang tetap dari setiap masyarskat Perubahan tidak selamanya
menghasilkan keadaan-keadaan vang posttif. Dalam hal mt hukum berperan untuk
meniamin balwa perubaban-perubshan tersebut terjad: secara tertib dan teratur,
Jadi dengan adanya hukom dibarapkan depat mengubszh masyarakat seria
mendukung pembangunan.

Perseroan Terbatas merupakan bentuk uszha kegiaten ckonomi yang
paling diminati pada saat ini. Haropir rata-rata setiap orang yaug memilika modal
menengah ke atas memifth berinvestasi atan melakukan bisnis dengan bentuk
badan hukum Perseroan Terbatas. Tanggung jawab pemegang saham pada
Perseroan Terbatas hanya sehatas besarnya saham yang dimiliki, sehingga apabila
terjadi sesuaty pada Perseroan Terbatas tersebut harta kekayaan pribadi si
pemegang saham aman.

Selama ini Perseroan Terbatas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UU No. 1 Tahun 1995}, wvang
menggantikan perafuran perandang-undangan yang berasa! dari jaman kolonial
seperti, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Dalam
perkembangannya, substanst undeng-undang tersecbut dipandang tidak Jag
memenuhi perkembangan hekum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan
ekonomi seria kemajuan {lmu penpetahoan, tekmologi dan informasi vang sudeh
berkembang begitu pesatnya khususnya pada era globalisasi.! Untuk itu pada
tanggal 16 Agustus 2007, Pemerintah tclah mengesahkan Undang-Undang Nomor

" Indonesia (2), Undung-Undang Perseroan Terbatas, No, 40 Tabun 2007, LN No. 106,
TLN No, 4756, Penjelasan Umum (Jakarta: PT. Tatanusa, 2007), hat, 2.

1
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40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (U No, 20 Tahun 2007 atau UUPT)
uniuk menggantikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1955.

Tujuan pembaharuan pengaturan UU No. 40 Tahun 2067 adaleh untuk
menciptakan hukum yang kondusif bagi pembangunan pasional. Hukum yang
kondusif bagi pembangunan sedikiinya mengandung 5 (lima) kualitas : “stability”,
“predictability”, “fairoess”, “education” dan kemampuan profesi hukum yang
meningkat. Stabilitas dan kemampuan (stability) meramalkan adalah prasyarat
uptuk fungsinya. sistem ckonomi. Dengan adanya kepastian hukum  dan
perlindungan hukum, maka diharapkan dapat tercipta penepakan hukum {fairness}
sehingga salah satw fungsl dan peran hukusm untuk mencapai kesejahteraan
masyarzkat dapat berjalan dan jupa merupakan ussha pemerinteh (education)
menuju unifikasi hukum,?

Undang-Undang tentang perseroan terbatas di berbapai Negara dard Civil
Law maupun Common Law berisikan substansi yang serupa. UU Ne. 40 Tahun
2007 sudah memuat usaha pemenniah untuk melakokan perubahan. Pada sistem
yang kita pakai selama ini, yaitu sistern Civil Law, kemudian berkembang pada
peperapan hal-hal vang bemmanizat dan dianggap akan mendorong pada arah
perkembangan dan ftujpan pembangunan ckonomi yang balk dikemudian hari
untuk mengadopst ketentuan-ketentuan dari sistemn hukom Common lLaw ke
dalam UU No. 40 Tahun 2007. Hal ini dapat ditedima karena dapat mendorong
dan membangkitkan gairzh menunjang pembangunan ekonomi mendatang. Dalam
hal im1 juga mengingat di dalam pembentukan bukum bam perin diperhatikan
ketentuan yang memenuh: nilal flogofis yang bertumpu pada rasa keadilan,
kejujuran, kebenaran, kepatutan, serta nilai sosiologis sesuat nilai budaya {legal
culture} vang berlalu di dalam masyarakat, juga nilai yuridis berdasarkan

* Bromn Rajegukpuk, Peranan Hukion Dalam Pembongunan Poda Era Globalisesi
Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum Di indonesia (Pidate pengukuban diveapkon pads wpacera
pencrimaar jabatan Gura Besar dolum bidang hukum pode Fakultas Huekwm Universitas
Indonesia, Fakarta 4 Jannari 1997, Oukarta: Fakaltas Holamy Universitas Indonesia, 19973, hal 1&-
i1,

Y hid
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ketentuan undang-undang yang berlaku di dalam masyarakat, jugs nilai yuridis
berdasarkan ketentoan uadang-undang vang beriaku di dalam sistern hukum kita,
Selain  itu adanya era globalisasi yang sudah berlangsung selarna ini dan ke
(*le];m.u.‘1

Berdasarkan uraian di atas, pemerintah telah menyempurnakan U No. 40
Tahun 2007 vang telah dizkomodasi dari berbagal ketentuan baru, perbaikan,
penyempusnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama vang dinilal masih
relevan’

Pengertian Perseroan Terbatas adaelah svatu perosahaan dalam bentuk
badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirkan berdasarkan
petjanjian para pendirinya untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar,
dimana modal daser tersebot terbagi dalarn sabam-saham, depgan memenuhi
persyaratan yvang ditetapken dalam undang-undang yang ferkait dan peraturan
perundang-undangan Jainnya.’

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa Perseroan Terbatas merupakan
bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling diminati saat ini, karena
pertangpungjawabannya yang bersifat terbatas® Persercan Terbatas juga
memberikan kemudahan bagl pemilik (pemegang saham) nya untuk mengalihkan
perusahaannya kepada (setiap orang) dengan cara menjual sclhuruh saham yang
dimilikinya pada perusahaan {pembeli) tersebut.?

Pasal 7 avat (1) UU No. 40 Tabun 2007 menyatakan bahwa .

"Porseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akia noters

yang dibuat dalam bahasa Indonesia™.

Berdasarkan hal tersebut, peranan notaris mutlak diperukan oleh karena
undang-undang mensysratkan bahwa pendirian dan perubaban Anggaran Dasar
Perseroan Terbatas harus dibuat dengan akta notaris.'® Apabila akta pendidan
Perseroan Terbatas tersebut cacat, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang

¢ thid., bat. 17.

3 Indonesia (a)., op.cit. hal. 3.

? Ihid, ps, 1 butir 1.

& Ihid, ps. 3.

¥ Abmad Yani dsn Gunawan Widisja, Perseroan Terbatas {Jakaria Raja Grafindo
Persads, 1999), hal. 1,

* tndonests (a)., op.cit., p5. 7 dan ps. 21 ayst (4).
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berkepentingan untuk meminta pembubaran Perseroan Terbatas tersebut melalui
Pengadilan Negeri.!'

Cacat hukumn yang dimsksud di sini dapat disebabkan karena tidak
terpenuhinya syaral formil maupun materiil. Syarat formil yang dimaksud adalah
adanya persyaratan bahwa untuk pendirian suate Persercan Terbatas harus
ditvangkan dalam akia notaris berbahasa Indonesia, sedangkan syarat materniil
fidak terpenubhi apabila diantaranya terdapat cacat hukum pada perayatean
kehendak dad pars pendirinya, serta syarat sah [ainnya untuk suatu perjanjian
berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  Anpgaran dasar
merupakan bagian dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang memuat aturan
main dalam perseroan dan menentukan setiap hak dan kewajiban dari pihak-pihak
dalam anggaran dasar baik persercan itu sendiri, pemegang saham, penpurus
{Direksi mau;}iin Dewan Komisaris) perseroan.

Dengan diperolehnya pengesaban dari Menterl yang berarti  mulai
berlakunya anggaran dasar sceara menyeluruh terhadap semua pihak, baik pihak
pendiri manpun pihak ketiga lainnya yang berkepentingan dengan perseroan,
maka prakiis angparan dasar perseroan telah menjad: undang-uvndang bagi para
permbuatnys. Walaupun demikian seeara hiersrkis angpgaran dasar tidak dapat
menyimpang dari ketentvan peraturan perupdang-undangan yang mendasarinya
yaitu UU No. 40 Tahun 20037 Tentang Perscroan Terbaias. .

Undang-undang temtang Perscroan Terbatas secara tidak  lapgsung
menempatkan profesi Nolars dalam kedudukan yang penting wntuk lahirnya dan
eksistensinya suatu Perseroan Terbatas. Palam hubungannya denpgan akta Notaris,
konsiderans, batang tubuh, penjelasan wmuom ataupun penjelasan pasal demi pasal
dari Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak ditemukan remusan tentang
Notaris, akia notaris, cacatnya akia pendicdan Perseroan Terbatas dan
pertanggungjawaban notaris. Akta Notaris yang diwajibkan dalasn Undang-
Undang Perseroan Terbatas terdinl atas akta pendirian dan akta perubahan
anggaran dasar.

Perubahan anggaran dasar dar perseroan yang belum berbadan hukum
dilakukan dengan akta perubahan yang merupakan akia parij atau akta pihak.

M 1bid, ps. 146 ayat (1) butir b,
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Sementara itu perubaban anggaran dasar dari perseroan yang telah berbadan
hukum dapat dilakukan berdasarkan hasil keputisan Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS}. Kemudian dadd hasil keputusan tersebut akan dituvangkan dalam
berita scara rapat dalam bentuk notariil (relaas akta) atau dapat pula bervpa berita
acara di bawah tangan. Berdasarkan kewemangan Direksi atau kuasa yang
diberikan RUPS, hasil keputusan yang dibuat dalam bentuk berita acara di bawah
tangan akan di bawa ke Notaris untuk dibuatkan akta Pernyataan Keputusan Rapat
(PKR).

Untuk melakukan perubahan anggaran dasar persercan peracgang saham
dapat juge mengambil keputusan yang mengikat di ar RUPS {circular
resolution). Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS
secara fisik, tetapi keputusan tersebut diambil dengan cara mengirimkan secara
tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemcgang ssham dan usul
tersebut disctujui secara tertulis oleh selurub pemegang sabam,'*

Hasil keputusan RUPS mengenai perubahan anggaran dasar (ersebut,
kemudian barus digjukan permohonan persetajuan atau peraberitahuan kepada
Menteri melalui sistem. Dalam UU no. 40 Tahun 2007 diatur juga tentang tata
cara untuk memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat,
antara lain:™

I. pengajuan permohonan dan pemberian pengesaban status badan hukuo;

2. pengajuan permohonan dan pemberian persetuinan perubahan asggaran
dasar;

3. penyampaian pembeniiabuan dan penerimaan pemberitabuan perubahan
angearan dasar danfatou pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan
perubahan data lainnya, yang dilakukan melalui jasa teknologi informasi
sistem administrast badan hukum secara elektronik di samping tetap
dumungkinkan menggunakan sistem manual dalam keadaan tertentu.

Fra keterbukaan arus informasi dan teknologi tampakoya berpengaruh
juga terhadap tata cara permohonan pengesahan atas pendirian Perseroan Terbatas

2 Ibid., peniclasan ps.91.
B tbid, penjclasan umum
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dan perubuhan anggaran dasar Perseroan Terbatas, Pada saet ini berdasarkan
Peratwran  Menteri Hukum dan Hak Asast Manusia Republik Indonesia
No. MHH-02.AH.01.0]1 Tahun 2609 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan
Pengesahan Badan Hukum Persercan, Persetujuan Perubaban Anggeran Dasar,
Perryampaian Pemberitahuan Perubaban Anggaran Dasar, dan Perabahan Data
Perseroan, dilakukan secara ofomatis yang disehut Sistem Administrasi Badan
Hukum yang sekarang dikenal dengan singkatan SABH.

Di dukung dengan penerapan sistem ondine dalam pelaksanaan iahapan
permohonan  pengesaban akis pendirian, persetyjuan atan  pemberitabuan
perubabian anggaran dasar Perseroan Terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, kemudian diberlakukan UU No. 40 Tahum
2007 tentang Perseroan Terbatas yang di dalamnya mesgabw dengan tegas
ketentusn mengenal jangka waktu dalam proses pengajuvan permohonan tersebut.

Sebelumnya dalam rangka pengajuan permobonan batk pengesahan akia
pendirian Persercan Terbatas maupun perubahan sngparan dasar Perseroan
Terbatas dilakukan secara mamnal. Sisiem Administrasi Badan Hukum ind yang
dulu dikenal dengan singkaian SISMINBAKUM iclah berlakey secara efektif sejak
tanggal 01 Maret 2001, dengan demikian permohonan pengesahan akta pendirian
Perseroan Terbatas, pemochonan persetujuan akia pernbahan anggaran dasar dan
penyampaian pemberitahuan akia perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas
vang digjukan secara manual telah ditutup,

Dalam pelaksanaan ketentuan mengenai jangka wakin, untuk mengaiukan
permohonan pengesahan, persetujian atau pernberitahuan kepada Menteri banyak
terdapat kendala-kendala, batk yvang berasal danl sistem maupun yang berasal dan
masalah lainnya sehingga ketentuan jangka wakfu sering tidak dapat terpenubi.

Berdasarkan surat pemberitehuan dari Tim  Restrukturisasi Sistem
Administrasi Badan Hukum Dirckiorat Jenderal Administrag) Hukum Umum
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia baliwa sejak
tanggal 16 Januari 2009, Sistem Admimistrasi Badan Hukuro tersebut dihentikan
seluruh sistem dan pelayanannya. Hal tersebut ferjadi karena adanya somasi dari
pihak tim pembels PT. Barana Rekatama Dinamika (SRD) sebagai pihak
penyelenggara SISMINBAKUM kepada pihak Tim Restrukturisasi Depariemen
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Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk tidak mengunskan barang sitaan scbagai

tindak lanjut atas perselisihan hukum yang sedang terjadi.

Dengan berhentinya sistem menjadi kendala utama delam penerapan
keteptuan mengenai jangka wakin untik proses pengajuan pengesghan,
persetujuan atau pemberitahuan kepada Menteri. Akibatnya akta-akta yang telah
dibuat maupun sedang dalam proses pengajuan menjadi terhambat dan lewat batas
waktu,

Berdasarkan hal fersebut di atas, penulis akan menganalisa mengenai
jangka wakie, khususnyas untuk pengejuan persetujuan atau pemberitahuan
perubahan anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas, sebagaimana yang telah
diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (5) dan (7) UU No. 40 Tahun 2007 yaitu:

1. adanya keientuan mengena: jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk dinyatakannya
dalam suatu akta notaris terhadap perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat
dalarn berita acara rapat yang dibuat oleh notaris dan;

2. adanya keieniuan mengenai jangka waktu 30 (Hgapuluh) hari sejak tanggal
akia natarts, untok melaknkan permohonan persetujuan perubahan anggaran
dasar yang telah dinyatakan dalam akta notaris.

Hal tersebut di atas sangat berkaitan pula dengan Pasal 23 UU No. 40
Tahun 2007, yaita mulal berlakunya perubahan anggaran dasar perseroan sejak
diterbitkannya Kepufusan Menteri perseiujuan perubahan anpgaran dasar atau
sejak tanggal diterbitkannya surat pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh
Menteri.

Ketentuan dalam UU No, 40 Tahun 2007 telah jelas mengatur mengenal
adanya jangka waktu dimaksud, namun yang menjadi permasalahan di sini adalah
mengenai faktor-faktor kendala dalam penerapan dari ketentuan tersebut dan
solusi terhadap akfa-akia yang menjadi lewat batas waktu. Hal ini dibahas olch
penulis mengingat banyaknya kendala yang mungkin terjadi selama proses
dinyatakannya dalam suatu akla notaris atas perubahan angparan dasar yang tidak
dimuat dalam berifa acara rapat yang dibuat oleh Notaris dan juga selama proses
permobonan perscfujuan atas perubshan anggaren dasar yang telab dinyatakan
dalam akta notaris tersebut.
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1.2. Pokok Permasalaban
Berdasarkan pemaparan pada bagian latar belakang yang telah diuraikan di
atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penclifian ird adalah:
1. Apa kendalanya schubungan dengan proses perubahan anggaran dasar
Persernan berdasarkan Undang-Undang Mo, 40 Tabun 2007 tentang
Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana peran notaris dalam menyelesaikan masatab akia perobahan
anggaran dasar yang telah melumpeni batas waktu?

1.3. Metode Penclitian

Tesis merupakan suatu karya ihmiah vang harus dijelaskan secara logis dan
sistematis berdasarkan fakta-fakta yang dapat dipercaya, schingga sebelum
dimulainya penyusunan dan penulisan dibutubkan adanya pepelitian, Penyusunan
dan penulisan tesis yang dilakukan coleb pemulis yaitn dengan melakukan
penelitian dan pengamatan bak dengan cara, bentuk-bentuk dan batasan sehingga
tesis ind menjadi sebush karya ilmizh.

Metode Penelitian merupakan kegiatan guna memperoleh data yang
sebenarnyz dan dapat diperiznggungiawabkan dengan cara penyusunan usul
menguraikan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisis data dan penyusunan
laporan secara rinct.*

Metode penelitian vang digunakan dalam peoyusunan tesis ind merupakan
metode penelitian hukom normatif yang mengkaji ketentuan perundang-undsngan
yvang berlaku mengenal Persercan Terbalas dan peraturan mengepai [abaian
notaris sebagai salah satn unsur penting dalam pelaksansan perubahan anggaran
daser perseroan. Adapun tipe penelitian yang dilakekan, dari bentuknya
merupakan deskriptif-eksplanatoris, yaitn mengacu kepada peraturan-peraturan
tertulis dan hukumn positif serta bahan-bahan hekum leinnya vang disajikan
dengan menerangkan, memperkuat atau menguji dan bertujuan untuk mencani
hubungan-hubungan yang ada diantara variable yang ditelitf atau menguji ada
tidaknya hubungan tersebut.

W g Mamudji, Etal., Metode Penlitian Danferadisan Hukum, Cet. 1. (Takarty; Badan
Pencrbit Fakultas Hukam Universitas Indonesia, 2005), hal. 3.
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Dengan demikian objek yang dianalisa adalah norma hukum dengan
mengkaji  pasal-pasal perundang-undangan  Perseroan  Terbatas  mengenai
perubahan anggaran dasar yang dihubungkan dengan pengaturan jangka waktu
pengajuan permohonan persetujuan atan pemberitahuan kepada Menteri dan cara
penyelesaian masalah  akia notads yang telab melampaui batas waktu yang
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dikaitkan dengan aspek kepastian
hukum.

Penelitfan ini termasuk penclitian kepustekaan yang dilakukan dengan
pendekatan vuridis normeatif. Dengan mempergunakan metode studi kepustakaan
yang menggunakan data sekunder.”® Data sekunder yaite data yang diperoleh dani
suatu  sumber melalyl kegiatan studi dokumen yang sudah dikwmpulkan oleh
pihak lain. Data sekunder yang berpa :

a) Bahan Hokum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan bukwm yang mengikat. Baban hukum
primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 fentang Perseroan Terbatas.

2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

3. Uundang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Dafiar Perusahaan.

4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manuosia Republik Indonesia
No. M.OZHT01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cars Pengumuman
Persercan Terbatas Dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. MHH—01.AH.01.0] Tahun 2009 fentang Perubshan Afas
Permenkumbam No. M-02-HT-01.01 Tahun 20607 feniang Tata Cara
Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Tambahan Berita Negama
Republik Indonesia.

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesta
No, MHH-02.AH.01.01 Tahun 2009 w®otang Tata Cara Pengajuan
Permohonan Penpesaban Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan

 Ihid., bal. 52.
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Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran

Dasar, dan Perubahan Data Perseroan.

8. Pematuran Menteri Hukom dan Hek Asasi Manusia Republik Indonesia

No. M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Daftar Perseroan.

b} Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan huknm yang dipergunakan untuk mencari Jandasan feoritis
dan memberi penjelasan mengenal bahan hukom primer, vang terdini dari boku-
buku tlmu hukum, jurnal, makalah-makalah, skripsi, tesis dan tulisan-talisan yang
berhubungan dengan permasalahan di atas.
¢} Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maopun penjelasan terhadap
bahan hukum pnmer dan sckunder seperti; abstrak, daftar referensi, buku
pegangan, bibliografi, kamus, buku paocduan, penerbitan pemerintah, dan
Ensiklopedia

Data yang diperoleh dari penelitian melalui studi dokumen atau bahan
pustaka tersebut sclanjuinya dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hal ini
ditakukan untok menclash sistematika perundang-undangan. Dalam hal ini penulis
tidak meninjau peraturan perundang-undangan dari sudul penyusunannya secara
teknis, akan fetapt yang ditelaahnya adalsh pengerian-pengertian dasar derd
sistem hulum yang terdapat di dalam perundang-undangan tersebut. '

Analisis yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh
kesimpulan terhadap masaiah yang ditelii mengenai proses  pelaksanaan
pengajuan  permohonsn penyesuaian atau perubahsn angparsn dasar vang
dihubungkan dengan pengaturan jangka waktu dan penyelesaian masalah mavpun
akibat hukum akia notaris yang menjadi lewat batas waktu karena adanya kendala
daiam pelaksansannya.

i4. Sistematika Penulisan

Untak memudabkan dalam penyusunan dan memshaminya, maka dalam
penulizan tesis ind penulis menyuspnnya secara sistematis dan berurutan. Sistem
penulisan tesis ind terdin dari beberapa bab, dan masipg-masing bab mempuanyai

¥ Ibid hal 252,

. Amalia, FH UI, 20Wififversitas Indonesia
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sub-sub bab sebagai bagian pembahasan dari bab tersebut. Adapun sistematika
penulisan tesis ini adalah:
BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab 1 inmi penulis mengemukakan tentang latar belakang
permasalahan, pokok permasalahan penulisan, bagaimana cara/metode yang
digunakan untuk mengumpulkan data sebagai bahan penulisan tesis, serta
meringkas garis besar tentang pokok-pokok pembahasan dari masing-masing bab
di dalam sistematika penulisan.
BAB 2 : ANALISIS PERAN NOTARIS DALAM PROSES PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS

Pada Bab 2 ini penulis mengemukakan formalitas dan proses dalam sistem
administrasi yang harus dilewati untuk pengajuan permohonan akta perubahan
anggaran dasar Perseroan terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dan sumber-sumber yang dalam praktek sering menjadi
kendala proses dinyatakannya dalam suatu aktz notars terhadap perubahan
anggaran dasar yang tidak dimuat dalam berita acara rapat yang dibuat oleh
notaris, dan selama proses permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar
yang telah dinyatakan dalam akta notaris, membahas mengenai perlu tidaknya
diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menegaskan kembali terhadap
keputusan sebelumnya dalam mengajukan permohonan kembali kepada Menteri
tethadap akta perubahan anggaran dasar yang tidak dapat diproses akibat telah
melampaui jangka waktu yang ditentukan dalam perundang-undangan, serta solusi
Notaris untuk mengantisipasi permasalahan jangka waktu tersebut.
BAB 3: PENUTUP

Pada Bab 3 ini penulis memberikan kesimpulan dari pembahasan
mengenai permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya. Kemudian penulis
memberikan beberapa saran yang kiranya mampu menyelesaikan kendala-kendala
yang mengakibatkan tidak terpenuhinya jangka waktu permochonan pengajuan
akta perubahan yang telah ditetapkan oieh peraturan perundang-undangan.

Universitas Indonesia
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BAB 2
ANALISIS PERAN NOTARIS DALAM PROSES PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS

241,  Perseroan Terbatas Berdasarkan UU No. 40 Tahus 2007
2.1.1. Pengertian Perseroan Terbatas

Pada jaman Hindia Belanda Perseroan Terbatas dikenal dengan nama
"Naamloze Vennootscap™ (NV), Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk
dari badan usaha yang dikenal di Indongsia. Bentuk-bentuk badan usaha selain
Perseroan Terbatas, terdapat pula yang dikenal dalam sistem hukum dagang
Indonesia diantaranya adalah Persercan Firma (Fa) dan Persercan Komanditer {CV
yaity Commanditaire Vennotschap). Bentuk-bentuk badan ussha ini distur dalam
buku kesatu Bab 111 bagias ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan
masih ada bentuk usaha lain vang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUH Perdata) yang biasa disebut Maatschap atau persekutuan (perdata).

Kata "Perseroan™ dalam pengertian uwmum adalah perusahaan atau organisasi
usaha, sedangkan “perseroan terbatas™ adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau
badan usaha yang zda dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia. !’

kata “Terbatas® mengandung pengertian bahwa tanggung jawab para
pemegang saham dalam Perseroun Terbatas hanya ferbatas kepads jumlah sabam
yang dimilikinya.

Dalam Bab I Ketentuan Usum UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, Pasal | menyebutkan bahwa vang dimaksod Perseroan Terbatas adalah
badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham
dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serfa peraturan

pelaksamaannya,

Y LG, Rai Widjays, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Cet. 4 (Jakerta : Megapoin,
2002), hat 1.

12
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Berdasarkan pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur suatu
Perseroan Terbatas adalah : '®
badan hulum;
persekutuan modal;
didirikan berdasarkan perjaniian;
melalatkan kegiatan vsaha;
modal dasar terbagt atas saham.

Perseroan Terbatas sehagai badan hukum ini dinyatakan dengan tegas dalam
UL No. 1 Tahwa 1995 maupun UL No. 40 Tahun 2007, Hal ini berbeda dengan Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang atas KUHD yang tidak tegas menyebutkan suatu
Perseroan merupakan badan hakem.

Perserpan Terbatas disebuot selagat badan hukum karena telah memenuahi cin-
ciri dari badan hukuim, yaita - *°

a. adanya harta kekayaan yang terpisah;

¢ o 0 TP

b. mempunyai fujuan tertentu;

c. mempunyai kepentingan sendiri;

d. ada organisast yang teratur.

Ciri yang pertama dari Perseroan adalab adanya harta kekayaan vang terpisah,
hal ini mengandung pengertian bahwa Perscroan mempunyai harta kekaysan vang
terpisah dari harta para pemegang sahamnya yang di dapat dari pemasukan para
pemegang saham yang berupa modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang
disetor. Kekayaan yang terpisah itu membawa akibat sebagai berikut : *°

1. Kreditur pribadi dari para pesero dan atau para pengurusnya tidak mempuryai
hak uniuk menuntut harta kekayaan badan hukom ity

® Prof. Dir. H. §. Sastrawidjaja dan Rad Mantili, $H, Persercan Terbatas Momewt Tiga
Lindang-Tindong Jilid 1, Cet.1 (Bandung: Alumni, 2008}, hal. 14

¥ Ridoan Syaheani, Seluk-Beluk dam Asas-Asas Hukum Perdata, Cet. 1, (Bandung: Adusmsi,
26003, hal. 61,

% Agus Budigrio, Seri Hukum Perusahaan: Kedudukan Hukam dan Tanggung Jowal Pendiri
Persareon Terbaias, Cet, 1 (Jakarts Ghaliz Indonesia, 2002}, hel, 30,

Universitas Indonasia
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2. Para pesero dan juga para pengurusnya secara pribadi tidak dapat menagih
piutang badan hukum dari pihak ketiga;

3. Kompensasi antara hutang pribadi dan hutang badan hukum  tdak
diperkenankan;

4. Hubungan hukum, baik perikatan mavpun proses-proses antara para pesero
dan atau para pengurusnya dengan badan hukum dapat saja terjadi seperti
halnya antara badan hukosm dengan pihak ketiga;

5. Pada  kepailitan, hanya para kreditur badan hukum itu saja yang dapat
menuntut harta kekayaan vang terpisah itu.

Cirt yang kedua dari Perseroan adalah mempunyai tujuan tertentn. Tujuan
tertentu dari suatu Perseroan dapat diketabui dalam anggaran dasamya dan
sebagaimana tercantum dalam Pasal © ayat 1 huref ¢ UU No. 40 Tahun 2007 vang
meayebutkan babwa untuk mempercleh pengesahan status badan hukum maka hares
mengisi format isian yang memwuat sekurang-kuranpnya maksod dan tujuan seria
kegiatan usaha Perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Ciri yang ketiga dari Perservan adalah mempunyai kepentingan tersendiri,
adalah hak-hak subyekiif sebagat akibat dari perstiwa hokum vang dialami vang
merupakan kepentingan yang dilindungi hukwn dan dapat menuntut serta
mempertahankan kepentingannya terhadap pihak ketiga.

Ciri keempat dari Perseroan adalah badan hukem mempunyai organisasi yang
teratur, demnikian pula dengan Perseroan mempunyai anggacan dasar yang teqi_lgpat
dalam akta pendiriannya yang menandakan adanya organisasi yang teratur.

Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 dalam mendickan Perseroan terbatas
disyaratkan para pendiri tersebut memiliki medal dasar yang cukup yaitu paling
sedikit Rp. 50.000.000,- {limapuluh juta rupish} dan besarnys modal dasar inilah
vang sering dipakat sebagai kriteria agar suatu Perseroan dapat digolongkan ke dalam
kategori perusahan kecil, menengal atay besar. Sesual ketentuan Pasal 33 Ul No. 40
Tahun 2007 bahwa minimal 25% {duapuluh lima persen) dari modal dasar herus

Universitas Indonesia
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diternpatkan dan disetor penuh ke kas Perseroan {erbatay yang dibukiikan dengan
bukti penyetoran yang ssh.

Sebagaimana dikemukakan di atas, pada dasarnya Perseroan terbatay sebagai
badan hukum telah dibentuk berdasarkan perjanjian antara dua grang atau lebih
schingga mempunyai lebih dari satu pemepang saharn. Dalam bal ini yang dimaksud
dengan orang’ adalah orang perseorangan bailk warga negam Indonesia maupun
asing atau badan hukum Indonesia atau asing.?!

Perseroan terbatas juga harus dibentuk karena adanya maksud dan tujuan serta
kegiatan ssaha tertentu, hal ini sesuai dengan Pasal 18 Ut No. 40 Tahun 2007 bahwa
maksud dan tujuan Perseroan harus divinei secara jelas di dalam anggaran dasar
Perseroan yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak
boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesugilaan,

Maksad dan tujusn Perscroan yang dicantumkan dalam angparan dasar
memiliki dua aspek, yaifu sebagal sumber kewenangan bertindak bapi Perseroan dan
menjadi pembatasan dad rvang lingkup Kewenangan bertindak Perseroan yang
bersangkutan selain dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran
dasar.”

2.1.2. Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas

Berdasarkan kepada Undang-Undang Persercan Terbatas (UUPT) bahwa
status badan hukom suste Perseroan, bary diperoleh setelah akia pendiriannva
disahkan olech Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonssia.
Pengesahan tersebut merupakan satu-sainya syarat memperoleh status badan hukum
bagi Perseroan.

Sejak dimulainya persiapan-persiapan untuk mendirikan suvatu Perseroan
sampai dengan mendapatkan pengesshan sebagal badan hukum kedudukan dan
tanggung jawab para pendiri atau para pemegang ssham senaniiasa berybah. Pada

*' ndonesia {s}, op.cit,, penjelasan ps. 7 ayat 1,
* Yamin Oiting, Hukum Perseroan Terbains (UU No. 40 tadun 2007), Cet. 1 {(Bandung:
Citra Aditya Bake, 2007), bal. 17.
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tahap persiapan dalam rangka pendirian Perseroan, para pendiri Perseroan masih
bertanggung jawab secara pribadi atas segala perbuatan hukum yang teleh
dilakukannya karena Perseroan belum berdid. Tanggung jawab atas akibat perbuatan
hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyetorannya akan menjadi
tanggung jawab pribadi darl para pendiri Persercan, kecuali perbuatan hukum
tersebut dicantumkan atau dilekatkan pada akta pendirian Perscroan, maka Perseroan
akan terikat pada hak dan kewajiban yang timbul akibat dari perbuatan hukum yang
dilakukan oleh para pendiri Perseroan® Apabila hal ini tidak dilakukan maka
perbuatan hukum dan para pendiri Perseroan tersebut tidek menimbulkaa hak dan
kewajiban bagi Perseroan® Dengan demildan dapat dikatakan bahwa selama status
Perseroan sehagai badan hukum belum diperoleh, Perseroan vang bersangkutan tidak
berbeda dengao firma, persekutuan komanditer atau persekutuan perdata.

Pada tahap setelah akia pendirian telah dibuat oleh Notaris telapi belum
disahkan sebagal badan hukum, kedudokan para pendiri Perseroan adalah sebagai
pemegang szham.” Dalam hal ini para pemegang ssham tidak bertanggung jawab
secara pribadi atas segala perikatan yang dibuat oleh Persgroan, tidak dapat
diberlakukan karena Perseroan belum berbadan hukum.®® Pada prinsipnya bahwa
sebelum Perseroan mendapat status schagai badan hukum, maka semus tindakan, baik
pemegang ssharn, Direksi maupun asggota Dewan Komigars bertanggung jawsb
secars pribadi. Hal inf terjadi jika tindakan atau perbuatan hukem tersebut difakukan
tanpa persetujuan dari sclurnh pemegang ssham dalam Rapat Usnom Pemegang
Saham (RUPS} yvang wajib dihadici oleh seluruh pemegang sasham setelsh Perseroan
berdiri. >’

Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya
Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.”® Sefanjutnya
dalam Pasal 3 ayat {2) butir a UU No. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa sebelum

% Indonesia {&)., opoit ps. 12 ayst {13, (2, ()
® Ihid, ps. T2 ayat (4).

* 1hid, ps. 7 syat ().

# 1hid, ps. 3 ayat (1)

Z Jamin Gisting., op.cit., hul 37,

# Indopesia (@}, op.cit. ps. 7 ayst (4),
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Perseroan memperoleh status badan hukum maka para pemegang saham, Direksi dan
Dewan Komisaris masih bertanggung jawab secara pribadi bila Perseroan mengalami
kerugian, Perubahan anggaran dasar bagi Perscroan vang belum mendapat
pengesahan sebagal badan hukum, hubungan-hubungan yang terjadi masih dikuasal
oleh hukum pedanjian, sehingga konsekucnsinya adalah bahwa segala perubahan
atas anggaran dasar harus mememihi Syarat sahnya perjanjian, vaitu hanya boleh
dilekukan oleh semua anggota Dircksi bersama-sama semua pendid serta semua
anggota Dewan Komisaris Perseroan seluroh pendirinya, dan mereks semua
bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum sersebut”

Tahap berikutnya yaity pada saat Perseroan telah mendapat pengesahan dari
Menteri, maka Perseroan telah memiliki status badan hukum para pemegang saham
dapat metakukan perbuatan hukum antara lain :

{a} Perbuatan hukum vang dilakukan calon pendiri atau para pendiri untuk
kepentingan Perseroan yang belum  didirikan ataw belum  mendapat
pengesahan dari Menteri, mengikat Perseroan setelah Persercan menjadi
badan hukum apabila RUPS periama Perseroan secara (egas menyatakan
menerima atag mengambil alih sermua hak das kewajiban vang timbul dari
perbuatan hukum vang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya. RUPS
pertama sehagaimana yang dimaksud tadi harus disclenggarakan dalam jangka
waktu paling lambat 60 (epampuluh} hari setelah Perseroan memperoleh
status badan hukum. Keputusan RUPS perfama sah apabila RUPS dihadir
oleh pemegany saham dengan hak svara dan keputusan disetujui dengan suara
bulat.

(b} Dalamn hal RUPS pertama kali setelah Perseroan menjadi badan hukum tidak
diselenggarakan dalam jangka wakiu paling lambat 60 (enampuluh) hari
setelah Perseroan memperoleh status badan hukum atau RUPS tidak berhasil
mengambil keputusan yang disetujui secara buiat, maka setiap calon pendiri
yang melakokan perbuatan hukum tersebut bertanggungjawab sccara pribadi

* fadonesia (a)., op.cit., ps. 14 ayat (1)
% Jbid. ps. 13 ayat (1), (2), 3), (8).
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afas segala akibat yang timbul, Perseroan Terbatas yang telah berstatus badan
hukum maka hobungan-hubungan hukum tidak lagl dikuasal oleh hukom
perjanjian melainkan ditentukan oleh anggaran dasarnya. Berdasarkan Pasal
19 UU No. 40 Tahun 2007 bahwa perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh
RUPS. Dalam hal ini RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan

kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentokan dalam
UUPT dan/atau anggaran dasar. >

2.1.3. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
Akta pendirian untuk portama kalinya memust anggaran dasar yang

mesupakan kesepakatan yang dibust oleh para pendirinya ™ Perseroan Terbatas harus

mempunyai maksud dan twjuan serla kegiatan usaha yang dicantumkan dalam

anggaran dasamya sesual dengan ketentuan petaturan perondang-undangan,

Anggaran dasar wajib memuat sekurang-kurangnya: »

a.
b
.
d. bessmya jumiah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disctor;

®

nama dan tempat kedudokan Perseroan;

. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;

jangka waktu berdirinya Perseroan;

jumlsh sabam, klasifikasi saham apabila zda berikut juslah sabam
unfuk tisp klasifikasi, hak-hak vang melekat pada setiap ssham, dan
nilai nominal seliap saham,

nama jabatan dan jumlah angeota Direksi dan Dewan Komisaris;
penetapan tompat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;

tata cara pengangkatan, penggantian, periberhentian anggota Direksi
dan Dewan Komisaris;

tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

* hid, ps. 75 ayst (1)

2 Abdatkadic Mohsmmad, Penganiar Hukum Perusehamn Indonesia (Bandung: PT. Citra
Aditya Bakdi, 1991), him, 32

* Indunesia {a), op.cit., ps. 15.
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Selain itu, UU No. 40 Tahun 2007 mengatur bahwa anggaran dasar tidak
boleh memuat:™

a. ketentuan tentang pencrimaan bunga tetap atas saham; dan

b. ketentuan tentang peraberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak
fain.

Perseroan sebagat badan hukum memiliki nama dan kedudukan vang telah di
atur dalam perundang-undangan, Terkait dengan nama Perseroan terdapat ketentuan
baru bahwa Perseroan Terbatas tidak boleh memakai nama yang : **

a. telah dipakai secara sah oleh Perseroan lfain atsu sama pada pokoknya

dengan nama Perseroan lain;

b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;

¢. sama atay rnirip dengan nams lembaga negara, lembaga pemerintah, atau
fernbaga internasional, kecuali mendapat fiin dari yang bersangkutan;

d. tidak sesuai demgan maksud dan fujuan, seria kegiatan wssha, atan
menujukken maksud dan tujuan, serta kepiatan usaha, atau menunjukkan
maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri;

e terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian hanif yang

tidak membentuk kata; atau
mermpuryyai arti schagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.

lacd

Terdapal ketentvan baru yang ditambabkan pada UU Ne. 40 Tahun 2007
diantaranya point (c) sampai dengan point (4)." fal vang paling penting adalah
Persercan tidak boleh memakai nama yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan,
serta kegiutan usaha, atau menunjukkan maksed den tujuan Perseroan saja tanpa
nama dirf. Pada prinsipnya perakaian nams Perseroan Terbatas telah juga diatur
dalam PP No. 26 Tahun 1998. Dengan berlskonya PP No. 26 Tahun 1998,

 Ibid., ps. 15 ayat (3).

¥ fhid,, pa. 16 avat (1)
** Ihid
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Departemen Hukum Hak Asasi Manusia harus fokus pada beberapa kegiatan usaha
yang scharusnya.

Nama Perseroan terbatas pada dasarnya merupakan jati diri dari suatu badan
hukum dan sangat penting artinya dalam lalo lintas perdagangsn, karenanya
pengaturan  pemakaian nama Perseroan Terbatas dilakukan untuk memberikan
perlindungan hukum kepada pemakai nama Perscroan vang beritikad baik.*’

2.1.4. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Anggaran dasar adalah bagian dari akia peadirian dan merupakan salah sate
unsur dari akta pendirtan. Apabila miengubah anggaran dasar, maka secara otomalis
mengubah akta pendirian Persercan Terbatas demikian pula sebaliknya.

Perubalmn anggaran dasar dapat terjadi karena adanys perkembangan secara
intern dari Perseroan Terbatas yang bersangkutan atau karena terjadi perkembangan
dalam dunia usaha atau teknolopi®® Perubahan atas anggaran dasar Perseroan
Terbatas kemungkinan dapat terjadi ketika Perseroan Terbatas belum disahkan
menjadi badan hukum maunpun ketika Perseroan Terbatas ielah disahkan menjadi
badan hukum oleh Menteri Hulkum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

2.1.4.1, Sebelum Perscroan Mempereleh Status Badan Hukum

Suatu Perseroan Terbatas yang belum memperoleh pengesahan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat terjadi perubahan-perubahan, misalnya ada
pendiri yang ingin menguondurkan dirl Atas hal tersebut maka harus disdakan
perubahan anggparan dasar,

Prosedur persbahan anggaran dasar Persercan Terbatas vang berlangsung
sebelum disahkan menjadi badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia dapat dilakukan oleh para pendiri Perseroan yang bersangkutan dengan cara
menghadap ke Notaris untuk dibuatkan akta perubahan pendirian Persercan Terbatas

M Rachmadi Usman, S.H., Dimensi Hukum Perusnhasn Perseroan Terbatas, Cet. 1,
(Bandung: Alumni, 2004), kel 70.
** Prof, Dr, . Man S, Sastrawidjaja, 5.H,, $.U. dan Rai Mantili, S.H,, ap.ciz., hal. 64.
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atau anggaran dasar seria menjelaskan alagan atav latar belakangnys. Berdasarkan hal
tersebut akta perubahan yang dilakukan sebelum Perseroan memperoleh status badan
hukum merupakan kelanjutan dari akta pendirisnnya.

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa anggaran dasar Perseroan Terbatas
merupakan hasil kesepakatan para pendiri, schingga mengikat sebagai undang-
undang bagi para pihak (Pasal 1338 ayat I KUH Perdais). Olch karena itu apabila
akan dilakukan perubahan teshadap hasil kesepakatan tersebut, maka harus dengan
persetujuan yang bersangkutan dap tidak dapat secara sepihak. Jadi selama belum
memperoich pengesahan maka masih berlaku hukum perjanjian  sebagaimana
dimaksud Pasal 1313 KUH Perdata,

Sehelum  pengesahan  diperoleh, Perserosn  hanya menipakan  suatu
persekutuan perdata diantara para pendiri dengan para pengurus. Setiap perbuatan
hukum dengan mengatasnamakan untuk kepentingan Perseroan, sebelum Perseroan
terbatas memiperoleh status badan hukum dapat terjadi.”” Dalam hal ini perbustan
hukum tersebut dapat dilakukan secara bersama-sama oleh semua anggota Direksi,
semua anggota Dewan Komisaris dan semua pendiri,

Sepafa hak dan kewajiban dari perbustan hukum tersebut dapat diambil alih
oleh Perseroan seielah Persercan menjadi badan hukum, yang persetujuannya
dinyatakzn secara tegas pada saat RUPS perlama yang dihadiri oleh sehwrub
pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Apabila perbuatan hukum tersebut
tidak disetujoi dalam RUPS yang diselenggarakan paling lambat 60 (enampuluh) hari
setelah Perseroan memperoleh badan bukem, maka peérbuatan hukum yang telah
dilakukan tersebut akan menjadi tanggung jawab pribadi atau tanggung renfeng.

Dengan demikian apabila Perseroan telah mempercieh pengesahan dari
Menteri, maka Perseroan Terbatas tersebut telah memiliki hak-hak, kewajiban-
kewajiban dan harta kekayzan tersendirf serta berwenang dalam hukum .

¥ Indonesia (2), ap.cit., ps. 13 dan ps. 14,
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2.1.4.2. Setelah Perseroan Memperoleh Status Badan Hukum

Perubahan anggaran dasar dalam Perseroan ini harus ditetapkan oleh RUPS
dengan mencanfumkan dengan jelas dalam acara/agenda surat pemanggilan RUPS
kepada para pemegang saham.”® Perubzhan anggaran dasar Perseroan yang telah
dinyatakan pailit tidak dapat dilakukan, kecuali dengan persetujuan kurator, *'

Beberapa prosedur yang harus ditempuh dalam perubahan anggaran dasar
Perseroan terbatas yang telah disahkan menjadi badan hukum, yaitu dimulai dari
panggilan dan pelaksanaan RUPS, kemudian pembuatan berita acara atau akta
Pernyataan Keputusan Rapat dan terakhir mengajukan permohonan persetujuan atau
pemberitahuan kepada Menteri.

Perubahan terhadap anggaran dasar dibedakan antara perubahan yang sifatnya
mendasar dan perubahan-perubahan lainnya, yang masing-masing ditentukan sebagai
berikut :

1. Perubahan Anggaran Dasar Tertentu
Perubahan anggaran dasar tertentu harus dinyatakan dalam akta Notaris dalam
bahasa Indonesia dan mendapat persetujuan Menteri yang kemudian dimuat
dalam daftar Perseroan serta diwnumkan dalam tambahan berita negara.
Perubahan anggaran dasar tertentu meliputi : *?

' nama Perseroan dan/atau kedudukan Perseroan;

maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Persercan;

jangka waktu berdirinya Perseroan;

besarnya modal dasar;

pengurangan modal ditempatkan dan disetor;

A i

status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya.

Tata cara pelaksanaannya sekarang telah diatur dalam Permenkumham

No. M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009. Dalam pelaksanaannya untuk memperoleh

¥ Ibid., ps. 19.
! Jamin Ginting., op.cit, hal. 42,
“2 Indonesia (a)., op.cit. ps. 21 ayat (2).
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persetujuan akta perubahan anggaran dasar Perseroan, selanjutnys Notaris
mengajukan permohonan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk melalui
SABH dengan cara mengisi DIAN Model If dan dilengkapi keterangan mengenai
dolumen pendukung.”

Dokumen pendukung uniuk persetujuan akta perubshan anggaran dasar
tersebut meliputi :

a) salinan akta perubahan anggaran dasar Perseroan;

b) Nomor Pokek Waijith Pajak (NPWP) vang dilegalisir oleh Notaris;

¢) bukti pembayeran permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar;

d) bukti pembayaran pengumuman dalam Tambshan Berita Negara Republik
Indonesia;

e} bukii setor mudal Perseroan dari bank atas nama Perseroan alau neraca
Persercan jika perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal
Perseroan;

f) pengumurnan dalam surat kabar jika perubahan anggaran dasar mengenai
pengurangan modal;

g) surat keterangan alamat lengkap Persercan dari pengelola gedung atau
surat pemnyataan tentang alamat lengkap Perseroan dari Direksi Perseroan
jika alamat fengkap Perseroan berubah; dan

k) dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai dengan peraturan
perundang-undangan,

Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam berita acara rapat yang
dibuat Notarig hams dinyatskan dalam akez NMotaris paling lambat 30 (Ggapuluh)
hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS® Apabila melewati jangka waktu

“ Departemen Hukura dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesio Tentang Tata Cara Fengaluan Permohonen Pengesohon Badan Hukum
Perseraun, Persetujuan Perubghan Anggeran Dasar, Peryvampaian Pewberitaluan Perubohan
Anggaran Dasar, dun Perubahan Date Perseroan, Permenkursham (2) Nowmor: MHH-02 AH.01.01,
tahun 2805, 8. 9.

¥ Ibid., ps. 1L

* Indonesia (s}, op,cit,, ps. 21 ayat (5).
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30 {tigapuluh) hari, maka perutrahan anggaran dasar tidak dapat dinyatakan dalam
akta Notaris,*

Selanjutnya perubahan angparan dasar tersebut harus  menggjukan
permnohonan perseiujuan perubshan anggaran dasar kepada Menteri, paling
lambat 30 (tigapuluh) hari torhitung sejek tanggal akta Notaris yang memuat
perubahan anggaran dasar.”’ Perubahan anggaran dasar aken mulai berlaku sejak
tangpal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujusn  porubshen
anggaran dasar, 8
2. Perubahan Angparan Dasar Selain Tertentu

Perubshan anggaran dasar selain terfentu ini tidak diwajibkan untuk
mendapat persetujuan Menteri, tetapi cukup diberitahukan kepada Menteri.*
Mulai berlakunya perubahan anggaran dasar selain tertentu adalah sejak tangeal
diterbitkannya surat penerimaan pemberitabuan perubahan anggaran dasar oleh
Menteri. ** Pemberitahuan perubahan anggaran dasar diajukan kepada Menteri
paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal akia notacis yang
memuat perubahan anggaran dasar.”

Perubahan anggaran dasar (diluar akta perubahan anggaran dasar selain
yang tolah discbutkan di atas) dan data Perseroan melipufi :

g} perubahan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimilikinys;

b) perubahan nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

¢} perubahan alarat lengkap Perseroan;

d} pembubaran Perseroan;

¢} berakbimya status badan hukum karena hukum akibal penggabungan,

g} peleburan, pemisaban murmni, dan

f} telah berakhirnya proses likuidasi.

“ thid., pa 21 ayat (6),
< Ibid, ps. 21 ayat (7).
* 1bid., ps. X3 ayat (1)
® Ibid, ps. 21 avat {3).
S Ibid, ps. 23 ayat {2).
N pbid , ps, 21 ayat (8).
% permenkuraham (a)., op.cll,, ps. 14.
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Pemberitahuan akia perubahan anggaran dasar di luar ketentuan Pasal 8
ayat {2} Permenkumbam No: M.HH-0Z.AH.01.01 Tahun 2009 dan perubahan
data Perseroan, disampaikan oleh Notaris kepada Menteni atau pejabat yang
ditunjuk paling lambat 14 {empatbelas} hari terhitung sejak tanggal ijin tersebut
diterbitkan, *

Pemberitnhuan ini diajukan oleh Notaris melaloi SABH depgan cars
pengisian DIAN model TII dan dilengkapi keterangan mengenai dokumen
pendukung. ™ Untuk dokumen pendukung bagi perubzhan anggaran daser
meliputi:™

a} salinan akta perubahan angparan dasar Perseroan;

b} salinan akia pengpabungan bagi perubahan anggaran dasar yang
tidak memerlukan persetujian; atay

¢} bukii pembayzran pengumuman dalamy Tambskan Berita Negara
Republik Indonesia;

d} bukti setor modal dard bank atas nama Perseroan atau neraca persero-
an jika perubshan anggaran daser mengenai pemingkatan modal
ditempatkan dan disetor dalam rangka modal dasar; dan

) dokumen pendekung lain dari instansi terkait sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Sementara ity dokumen pendukung pemberitahuan perubahan data
Perseroan meliputi =0
a} perubahan pama pemegang saham, dokumen pesdukungnya meliputi
salinan akta perubahan nama pemegang saham dan jumleh saham
yang dimilikinya dilengkapi dengan akta pemindshan hak ates
saham;

) Ihid

¥ id, ps. 15.
* thid., ps. V1.
5 mbid., pe. 1%,

Universitas indonesia

Peran Notaris..., Amalia, FH Ul, 2009



B)

26

perubahan susunan nama anggota Direkst dan/ atau Dewan

Komisaris, dokumen pendukungnya melipuli salinanan akta

perubahan nama angpota Direkst danfatau Dewan Komisaris
dilengkapl dengan berita acara RUPS atau nomla RUPS atau
keputusan pemegang saham di luar RUPS;

¢} perubahan alamat lengkap Perseroan, dokumen pendukungnys

meliputi surat keterangan alamat lengkap dari penpeloia gedung atau
surat pernyataan teniang alamat lengkap Perseroan dari Direksi

Perseroan.

d) pembubaran Persercan berupa:

1.

Berita Acara RUPS atau notula RUPS dan pengumuman
pembubaran dalam surat kabar, jika Perseroan bubar berdasarkan
RUPS;

Berita Acara RUPS atau notula RUPS, jika Perseroan berakhir
karena jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam
anggaran dasar telah berakhir;

. penetapan pengadilan, jika Perseroan bubar berdasarkan penetap-

an pengadilan,

surat keterangan dari likuidator yang menyatakan haria pailit
Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, jika
Perseroan  bubar dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan
putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap;

surat keterangan dari kurator yang menyatakan bahwa Persercsn
vang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi,
jika Perseroan bubar karena harta pailit Perseroan yang telah
dinyatakan patlit berada dalam keadaan insolvensi; atau

surat keterangan dari instansi yang mencabut izin usaha pesere-

an, tika Persercan bubar karena dicabutnya izin usaha Perseroan.
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e} berakhirnya status badan hukum Perseroan karena hukum berupa:

i. salipan akta penggabungan, jika teadi penggabungan;

2. salinan akia peleburan, jika terjadi peleburan; atau

3. salinan akia pemisahan, jika terjadi pemisahan.

f) telah berakhimya proses likuidasi Persercan berupa:

1. pemberitahuan dari fikeiditor atau kurator mengenai pertanggung
jawaban hasil akhir proses likwidasi dan pengumuman dalam
surat kabar mengenai pelunasan dan pembebasan kepada
likuidator atau kurator;

2. pengurmuman dalam surat kabar mengenal hasil penggabungan,

peleburan atau pemisahan,

Jadi pada prinsipnya perubahan angearan dasar baik vang harus mendapat

persetjuan Menteri atau yang hanya diberitshukan kepada Menteri ini terdapat

ketentuan antara lain: °

i.

perubahan anggaran dasar yang tidak di must dzlam skta berita  acara
rapal yang dibuat Notaris harus dinyataken dalam akia Notaris paling
iambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS;
perubahan angparan dasar tidak dapat dinyatskan dalam akts Notaris
setelah lewat waktu 30 (tigapuluh) hati;

. permchonan persclufuan porabahan anggaran dasar tertentu maupun

permohonan dafam rangka pemberitahuan perubghan anggaran dasar
selain tertentu dinjukan atau disampaikan kepada Menteri paling lambat
3G {tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notarls yang memuat
pernbahan anggaran dasar;

apabila jangka wakiu permohonan persetujuan atau pemberitahuan
perubahan anggaran dasar selain tertentu fewat, akibatnya permohanan
persetujuan  atau pemberitahuan tersebut tidak dapat diajukan ateu

Prof, Dr. H. Man 8, Sastrawidjajs, S.H, 8.U. dan Rai Mantili, S.H. , ap.cit., hal, 70,
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disampatkan kepada Menteri. Ketentuan terakhir ini merupakan sapksi
administratif atas kelalaian yang bersangkutan;

permohonan  persetujuan  perubahan  angparan  dasar  mengenai
perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan sebagimana ditetapkan
dalam angparan dasar harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60
{enampiluh) hari sebelum jangka waktu berakhirnya Perseroan berakhir,
Menteri  memberikan  persetujuan  atas permohonan  jangka  wakiu
berdirinya Persercan, paling lambat pada fanggal terakhir berdirinya

Perseroan.

2.1.5. Pendaftaran dan Peagumuman

Ketentuan perundangan-undangan Perseroan Terbatas yang mengatur

mengenai pendaftaran dan pengumuman mengalami perubahan pengaturan. Dalam
UU No. | Tahun 1995 dinyatakan bahwa Direksi berkewajiban untuk mendaftarkan
dalam daftar perusahaan sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib

Dafiar Perusahaan yang meliputi =>°

1.
2.

akta pendirian beserta pengesahan Menteri.

akta perubahan anggaran dasar beseria surat persetujuan Menteri dalam
hal perubaban tertentu.

akta perubshan anggaran dasar beserta laporan kepada Menteri dalam hal
bukan perubahan tertentu.

Pendaftaran perusahaan harus dilakukan dalam waktu paling lambat 30 hari
setelah pengesahan atau persetujuan dibertkan atau setelah tanggal penerimaan
Japoran.® Tempat pendaftaran dilakukan di kantor yang ditetapkan oleh Menteri

Perdagangan. Sementars itu dalam hal pengumuman diatur juga bahwa Direksi wajib

mengaiukan permohonan pengumuman dalam waktu paling lambat 30 (tigapuluh)

hari sejak pendaftaran perusahaan.

* 1bid hal 55,
¥ Ibid.
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Sedangkan dalam ketentvan U No. 40 Tshun 2007 mengenai hal
pendaBaran dan pengumuman Perseroan Terbatas diselenggarakan oleh Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan fidak dikaitkan dengen
undang-undang tenteng Wajib Daftar Perusahaan. Pengumuman dilakukan dalam
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang berfungsi untuk memenuhi asas
publisitas, sebinggs pihak-pihak yang berkepentingan uvntuk mengetahui suatu
Perseroan Terbatas dzpat membacanya dalam Tambahan Berita Negara vang
bersangkutan atau dalam Daflar Perseroan.®

Menteri yang memberikan pengesahan badar hukum dan persetujoan
perubahan anggaran dasar serfa menerima pemberitahuan perubahan anggaran dasar
akan menyelenggarakan daflar Perseroan dan memasukkan datz Perseroan secara
langsung,

Demikian puia halnya dengan pengumuman datarm Tambahan Berita Negara
RY akan dilakukan oleh Mentert dalam jangka wakto paling lambat 14 {empat belas)
hasi terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri menpenai pengesaban
statns bads: bukum Perseroan atau persetujvan perubshan anggaran dasar atau
dengan diterimanya pemberitahuan perubaban 2nggarsn dasar Perseroan oleh
Menteri.

Pengumuman dan Pendaftarsn Perseroan yang berdasarkan UU No. 40 Tahun
2007 dilakukan olch Menteri tidak lagi memiliki keterkaitan langsung dengan
tanggung jawab anggota Direksi, tetapi lebih pada pengumuman kepada para pihak
lzin dan data vang akan dipergunakan oleh Menteri terkait sehubungan deagan
pendatasn Perseroun di Indonesia, yang ketentuan peadafiaran dan pengumumannya
akan diatur dalam suaty perundang-undangan.®

@ Ihid., hat, 36
5 shid., ha. 53.
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2.1.5.1. Daftar Perseroan
Daftar Perseroan diselenggarakan oleh Menteri.  Dijelaskan pula bahwa data
Perseroan scbagaimana dimaksud dalam daflar Perseroan adalah pada tanggal vang
bersaniaan dengan tanggal : ¢
a. keputusan Menferi mengenai pengesahan badan hukum  Perseroan,
persetujuan atas perababan angeran dasar yang memeriukan persetujoarn;
b. penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak
memerlukan persetujuan; atan
c. penerimaan pemberiizhuan perubahan data Perseroan yang bukan
merupakan perubahan anggaran dasar.

Tujuan dan sifat daftar Perseroan, yaitu =~

a) daftar Persergan berfujuan mencatat dan mengelola daia tentang Perseroan
sesual dengan peraturan Menteri ini serta merupakan sumber informasi
resmt mengenai data svatu Persercan untuk pemohon;

b) dafiar Perseroan sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat terbuka untuk

WM.

" Sedangkan tata cara pencatatan dan penyimpanan daflar Persercan, yaity 1 5
1} Menteri menyelenggarakan dafiar Perseroan.
2} Pelaksanaan ketentesn sebapaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh
pejabat yang ditunjuk.
3) Pejabat yang ditunjuk wajib membuat Daftar Perseroan yang memuat data
tentang Perseroan yang meliput
a) namsz dan tempat kedudukan Perseroan;
b} maksud dan tujuan serta kegiatan usaba Perseroan;

* tndonesia (&), op.o¥., 5. 25,

© mid

* Dieparternen Hukum dan Hak Asesi Manosia, Perouran Menteri Huloun don Hak Asast
Manusig Republik Indonesin Tentangy Dofiar Persercas, Permenkumsham (b} Nomor ¢ MHEH03AH.
01.01, tahus 2009, ps. 2.

& fhid, ps. 3.
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¢) jangka waktu pendirian Perseroan;
d) susunan permodalan Perseroan yang meliputi:
1) modal dasar;
2) modal ditempatkan dan disetor;
3} jumlsh saham dan nilai nominal saham; dan
4} bentuk setoran saham dan besaran nilainys,
¢} alamat lengkap Perseroan meliputic
13 nama jalan, nomor kantor, dan pomor Rukun Tetangga/Rukun
Warga;
2) kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinst; dan
3} kode pos, nomor telepon, dan faksimil.

f) nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai
pengesahan badan hukum Perseroan;

g} nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan
Menterl mengenai persetujuan perubahan angparan Jasar;

h) nomor dan tanggal skta perubahan anggaran dasar dan tanggal
penerimazn pemberitahuan oleh Menteri.

1} nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian
dan akta perubahan anggaran dasar;

) pama lengkap dan alamat pernegang saham, anggota Direksi, dan
angpota Dewan Komisaris Persercan;

k) nomor dan tanggal akta pembubargn atau nomor dan tangpal
penetapan pengadilan tentang permbubaran Perseroan yang telah
diberitahukan kepada Menteri;

1} berakhimnya status badan hukum Perserpan;

m) neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi
Persercan vang wajib digudit.

4} Dalam hal terjadi perubahan data Perseroan, maka perubaban tersebut
harus dimasukkan dalam Dafiar Perseroan.
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Pengolahan data tentang Perseroan dalam Daftar Perseroan dilakukan
berdasarkan SABH. Setiap Daftar Perseroan diberi nomor urut Daftar Perseroan dan
setiap awal tahun dimulai dengan nomor urut angka 1 (satu), dan format Daftar
Perseroan disusun oleh pejabat yang ditunjuk.% Sedangkan untuk memperoleh data
Perseroan, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang
ditunjuk dengan dilampiri bukti pembayaran biaya. Setelah itu pejabat yang ditunjuk
memberikan jawaban tentang data Perseroan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari

terhitung sejak permohonan diterima. %’

2.1.5.2. Pengumuman Perseroan
Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia:*®
a) akta pendirian Persercan beserta keputusan Menteri tentang pengesahan
badan hukum Perseroan;
b) akia perubahan anggaran dasar Perseroan beserta keputusan Menteri beserta
keputusan Menteri tentang pengesahan badan hukum Perserocan;
¢) akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuan-nya oleh

Menteri.

Kewenangan Menteri dalam melakukan pengumuman Tambahan Berta
Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum
Umum.” Pengumuman Perseroan dalam Tambahan Berita Negara Republik

Indonesia, meliputi : ™

 Jbid , ps. 5.

7 Ibid., ps. 7 dan ps. 8.

% Indonesia (), ap.cif., ps. 30 ayat (1).

% Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia TentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor M.02 HT.01.10, tahun 2007 Tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas
Daiam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Permenkumham (c) Nomor M.HH-01.AH.01.01,
tahun 2009, ps. 2 ayat (2).

™ Departemen Hukom dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Marnusia Republik Indonesia Tentang Taia Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia, Permenkumham (d) Nomor M.02.HT.01.10 tahun 2007, ps. 3.
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a} akta pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri tentang pengesahan
Perseroan Terbatas;

b) akta perubsban anggaran dasar Perseroan beserta keputusan Menteri
tentang perseiujusn perubshan anggaran dasar Persercan  Terbatag;
dan/atan

Direktur Jenderal Administrast Hukem Umum dalam wakty paling lambat 14
{empatbelas} hari ferhitung sejak penandefanganan Keputusan Menteri mengenai
pendirian Perseroan ataw perubahan anggeran dasar Perseroan danfatau surat
penerimaan  pemberitshuan  akia  perubahan  anggamn  dasar  Perseroan.”!
Pengumuman tersebut dilaksanakan dengan membubshkan nomor Tambaban Berita
Negara Republik Indonesia dilakukan berdasarkan nomor urut sebagai Ianjutan dari
nomor Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebelumnya. Nomor unut tadi
dilakukan sesuat dengan unitan pencrimann dokwmen, kemudian dicatat dalam buku
apenda Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ™

Selanjutnya Direktur Administrasi Hukum Umum mencetak Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia dalam rangkap 3 (tiga) dan tambahan Berita Negara
Republik Indonesia disampaikan kepada ; 7*

a) Notaris yang bersangkutan;

b} Direksi Perseroan yang bersanghastan;

Tambahan Berite Negara Republik Indonesia tersebut disampaikan kepada
perusahaan percetakan guna dicetak ulang schagal dokumen resmi dan afas
permintaan Perserpan yang bersangkutan, pencetakan niang dokumen resmi hanya
dapat dilakukan oleh perusahaan percetakan.” Agar terlaksananya ketentuan di atas,
maka Direktur Jenderal Administrasi Hokum Umum dapat melakukan kerjs sama

" Permenkumham ()., op.cit. ps. 5.

2 permenkumbam {d)., op.cit. ps. 6.

” permenkumham ()., op.¢it, ps. 7 ayat {1) dan (2),
™ bid., ps. 7 ayat (3) dan (4,
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dengan perusshaan percetakan seseai ketentuan tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.”

Dalam UU No. 40 Tahun 2007 menentukan mengenai biaya untuk
pengumuman diator dalam peraturan pemerintah. Permenkumnbam No, M-02.HT.01-
10 Tahun 2007 jugs menentukan mengenai biaya pengumuman, yaitu distur
berdasarkan peraturan pemerintah yang mengatur mengenal jenis dan tarif atas
penerimaan negara bulan pajak vang berlaku pada Deparfemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia, sementara peratursn pemerintsh tersebut belum lahi. ™ Dengan
demikian pengumuman Perserosn Terbatas masih mengpunakan pols lama yaitu
dilakukan oleh Percetakan Nepara Republik Indonesia”™ Pengumuman dan Biava
penicetakan naskah Tambahan Berita Negara Republik Indonesia kemudian
dibebankan kepada Perseroan yang bersangkutan. ™

2.1.6. Kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Menurut UL} No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksad
dengan Rapat Umum Pemegang Saham, vatuk selanjutnya disebut RUPS adalah
organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi
atau Dewan Komisaris dalam batas yvang ditentukan dalam Undang-Undang danfatau
anggaran daser sebagaimans dinyataken dalam Pasal 75 avat .

Dalam forum RUPS ini, para pemepang saham berhak untuk mempercleh
keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dan Direksi dan/atau Dewan Komisaris,
vaitu sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan
kepentingan Perseroan. 1M dalam menjalankan operasional schart-hari suatu
Perseroan 1erbatas, Direksi melakukan kewenangannya di bawah pengawasan Dewan

Komisaris.

" Ibid., ps. 8.

® permenkumbarn (d)., ps. 9.

7 1hid., ps. 10.

™ Thid., ps. 9.

" Munir Puady, $.H., MH, LLM, Perseroan Terbatas Paradigma Buru, (Bandung: PT. Cira
Aditya Bakt, 2003), hal, 135,
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Ketentuan Pasal 78 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2087 wentang Perseroan
Terbatas mengatur bashwa RUPS terdirt darl 2 (dua} macam rapat, yaitue
1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS} Tahanan
RUPS Tahunan vaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang waiib dilakukan oleh
Perseroan dalam setiap akhir tshun buku, atau paling lambat dilakukan dalam
wakiy & {enam) bulan setelah tahun buky berakhir. Pembahasannys adalah
mengenai  Laporan Tahunan yang merupakan Paporsn dari keseluruhan
rangkaian kegiatan Persercan selama periode satu tahun atau satu tahun buku
serta Laporan Keuangan. Laporan tersebut sebelumnya telah ditelaah oleh Dewan
Komisaris uniuk selanjutnya memperolch persetujuan RUPS dan pengesahan
Laporan Kevangan yang sekurang-kurangnya harus memuat : *°
a. Laporan keuangan, yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun
buku yang baru lampau daiam perbandingan dengan tahun buku scbelumnva,
laporan lsba rugi dan tchun buku yang bersangkutan, laporan perubahan
ekuitas, serta catatan atas laporan keuwangan tersebut vang telah diaudit oleh
akuntan publik berdasarkan standar akutansi kevangan;
b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan;
¢. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawal Sosial dan Lingkungar;
d. Rincian masalah vang timbul selama tahun buke yang mempengaruhi
kegiatan usaha Perseroan;
¢. Laporan mengenal tugas pengawasan yang telah dilaksanakan olch Dewan
Komisaris selama tahun buku yang lampau;
f.  Nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
g Gaji, tunjangan bagi anggota Direks] dan Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun yang lampau.
2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa merupakan RUPS vang diadakan
sewaktu-waktu diperdukan oleh Perseroan yang memerlukan keputugsan RUPS

¥ Indonesia a}., ps. 66 ayat {2).
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Luar Biasa atau dianggap perle oleh Perseroan, misalnya akan diadakan
perubshan susunan pengurus/DireksiDewan Komisaris dan atau perubahan

anggaran dasar.

2.1.7. Kedudukan Notaris Dalam Rapat Umum Pemegang Saham

Di dalam mendirikan badan usaha yang berbentuk Perseroan terbatas, maka
akta Notaris diperlukan sebagai syarat mutlek Demikian pula untuk perubahan
anggaran dasamya. Perseroan terbatas yang telah menjadi badan hukum, perubahan
angparan dasarnya ditetapkan oleh RUPS,

Sebagaimana telah diuratkan di atas bahwa Anggaran dasar merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari akia pendirian. Dalam Perseroan Terbatus selain berlaku
UU Ne. 40 Tahun 2007, juga berlaku Anggaran Dasar dan peraturan perundang-
undangan lainnya yaifu semua peraturan perandang-undangan yang berkaitan dengan
keberadaan dan jalannya Perseroan. Dalam melakukan perubahan atas anggaran dasar
Perseroan, harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 21 ayat (4) UU No. 40 Yahun 2007
bahwa perubahan anggaran dasac harus ditetapkan oleh RUPS dan harus dimuat atau
dinyatakan dalam akia Notaris. RUPS mengenai perubshan anggaran dasar dapat
dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1. RUPS tanpa kehadiran Notards

RUPS mengonai perubaban anggaran dasar yang dilaksangkan tanpa
kehadiran Notaris adalab RUPS dibawah tangan. Hal ini dikatakan demikian karena
berita acara RUPS perubahan anggaran dasar Perseroan ioi dibuat dibawah tangan,
yaitu dimuat dalam berita acara rapat yang dibuat oleh pitak vang ditunjuk atau
diberi kuasa untuk membuat berita acara rapat Perseroan tersebut,, misainya Direksi
atau Legal Staff dari Perseroan tersebut.

Selain itu ketentuan perundang-indangan mengatur bahwa RUPS dapat
dilakukan diluar RUPS, dalam hal ini pengambilan keputusan dilakukan tanpa
diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan
secara tertulis usul yang akan dipuluskan kepada semua pemegang saham dan usul

Universitas Indonesia

Peran Notaris..., Amalia, FH Ul, 2009



37

tersebut disetujui secara tertulis oleh pemegang saham. Pengambilan keputusan di
luar RUPS dalam prakiek dikensl dengan usul keputusan yang diedarkan {circular
resolution), selanjutnya disebut sirkuler. ¥

Berita acara rapat yang dibuat dibawah tangan atau sirkuler tersebut harus
dinyatakan dalam akta Notaris dalam waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari
terhitung sejak tanggal keputusan RUPS, dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan
Rapat (PER), yvang merupakan akta para pihak atau pariij akta.

2. RUPS dengan kehadiran Notaris

RUPS yang dileksanakan dihadapan Notaris dimuat dalam akta berita acara
rapat yang merupakan refaas akta atau zkia pejabat, yaitu akta yang dibuat oleh
Notaris sefaku pejabat umum. Sehagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 90 ayat
{1} UU No., 443 Tahur 2007 bahwa setiap penyelenggaraan RUPS, wajib dibuat berita
acara RUPS dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sediiit satu orang
pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

Setiap perubahan  anggaran dasar harws mendapat  persetujuan  atau
diberitahukan kepada Menteri Hukom dan HAM secara online melalui Sistem
Administrasi Badan Hukum (SABH) vang dalam hal ini permohonan persetujuan atau
pemberitatiman perubahan anggaran dasar dalam jungka wakiu paling lambat 30
(tigapulub} hari terhitung sejak tanggal aktx Notaris yang memuat perubahan
anggaran dasar tersebut. Apabifa setelah lewat batas waktu yang telah ditemukan,
maka permohonan atau pemberitahuan mengenai perubaban anggaran dasar tersebut
tidak dapat digjukan atau disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM, *

Perubshan anggaran dasar tertentu atau perubahan anggaran dasar yang harus
mendapat persetujuan Menteri, mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan
Menteri mengenal persetujuan perubahan anggaran dasar, sedangkan perubahan
anggaran dasar yang cukup diberitahukan kepada Menteri, mulai berlaln sejak

*' Indonesis {s}., oy cit. penjelasan ps. 91.
* mndonesia {8}, op.cit., ps.21 ayat (7} dan ayat (9).
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tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubshan anggaran dasar
oleh Menteri.

2.2. Notaris Dan Kewenangannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
2.2.1. Notaris sebagai Pejabat Umum
Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30¢ Tahun 2004 tentang
Jabatan Notarig (UUIN) dinvatakan bahwa :
Notanis adalah pejabat smum yang berwenang untuk membuat akta otentik
dan kewenangan lainnya sebagaimans dimaksud dalam undang-undang ini.
Pada ketentuan di atas kala berwenang (bevoepd) herhubungan dengan
ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukurm Perdats, yang menyatakan:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan
oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan ggegawai umum  yang
berkuasa untuk itu di terapat di mana akta dibuatnya.”

Dalam pelaksanaan darl pasal tersebut, maka pembuat undang-undang harus
membuat peraturan perundang-undanpgan untuk menunjuk para pejabat wowm yang
berwenang untuk membuat akta otentik dan oleh karena ity pars Notaris ditunjuk
sehagai pejabat vang scbagaimana tercantum dalam Pasal | Peraturan Jabatan Notaris
{PIN} yang kemudian dikonstantir dalam Pasal 1 ayat (1} Undang-Undang Jabatan
Notaris (UUIN). ¥ Dengan demikian PIN dan UUIN merupskan peraturan pelaksana
dari Pasal 1868 KUH Perdata,

Notaris diangkat sebagal pejabait umum oleh penguasa/negara untuk
metaksanakan tugas publik dalam pengertian memberikan pelayanan kepada
masyarakat wmum dalam bidang hukum perdata, dengan demikian pejabat wmum
dapat diartikan kedudukannya sama dengan pejabat negara akan tetapi bukan berarti

bahwa Notaris adalah seorang pegawai negeri.

8 Ibid., ps. 23 avat {1) dan ayat (2).

# Kiab Undang-Undang Hukum Peordata (Burgerlijk Wetboek), diterjomahkan olch R
Subekti dan R Tiitrosudibio, (Jekartx Diambatar, 2001}, ps. 1868

¥ GHS. Lamban Tobing, Peraturan Jubaran Notaris, {Jakasrta: Erlangga, 1996), hal. 33,
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Jabatan Notaris bukan sustu jabalan vang digaii, Notaris tidak menerima gaji
dari pemetintah sebagimana halnya pegawal negeri. Menurut G.H.S. Lumban Tobing,
Notaris adalah pegawai pemerintah tanpa gaji pemerintah, Notaris dipensiunkan oleh

pemerintah tanpa mendapat uang pensiun dari pemerintah. %

2.2.2. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Notaris

Pada dasarnya inti tugas Notaris adalzsh mengatur secara tertulis dan otentik
hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris. Dalam
Pasal 1 ayat {I) UUIN tidak menyaiakan secara lengkap mengensi uraian tugas
Motaris. Dengan demikian tugas Notans selain membuat akta-akta otentik, Notarig
juga ditugaskan untuk melakukan pendaflaran dan mensabkan (waarmerken dan
Iegaliseren) surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah fangan. Notans juga
memberikan naschat hukum dan penjelssan mengepai undang-undang serta akibat
hokum kepada pibak-pihak yang akan membuat atau meminta bantuan pembuatan
suatu akta Notaris. Dalam kenyatsannya fugas Notaris berkembang bersamasan
dengan berkembangnya wakiu, schingga sulit untuk memberikan definisi yang jelas
mengenai tupas dan pekerjaan Notaris."

Sedangkan mengenai kewenangan Notaris telah secara tegas distur dalam
Pasal 15 (1) UUIN  yaimn membuat akta otentik, mengenal semua perbuatan,
perjanjian dan ketetapan vang diharuskan oleh persturan perundang-undangan
dan/atau yang dikehendaki oleh vang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta
otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan, menyimpan akta, memberikan
grosse, salinan dan kutipan akta, sernua itu sepanjang pemybuatan akia-akta iu tidak
ditugaskan atau dikecoslikan kepada peiabat lsin atau orang lain yang ditetapkan
undang-undang.

Menurut G.H.8. Lumban Tobing, dari ketentuan tersebut dif atas, dapat
diketahui dengan jelas bahwa wewenang Notaris adalah bersifat regel (umum),
sedangkan wewenang pejabat lainnya adalzh “pengecualian”, maksudnya adalazh

0 Ihid, hal. 16,
87 Ibid, hal. 37.
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wewenang dari pejabat lainnya itu untuk membuat akta sedemikian hanya ada apabila
oleh undang-undang dinyatakan secarg tegas, bahwa selain Notaris, mereka juga turut
berwenang membuatnya afau unfuk suatu pembuatan akta terentu mercks oleh
undang-undang dinvatakan scbagal satu-safunya yang berwenang uniuk i
Akta-skia vang pembuatannya juga ditugaskan kepada pejabat lain selain
Notaris atau oleh undang-undang dikecualikan pembuasan kepadanya, antars lain:
1. akia pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 KUH Perdata);
2. berita acara tentang kelalaian pejabat peayimpanan hipotek (Pasal 1227 KUH
Perdata);
3, berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405
dan Pasal 1406 KUH Perdata);
4. skta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan Pasal 218 KUH Perdata);
5. akta Catatan Sipil (Pasal 4 KUH Perdata)

Untuk membuat akta-akta yang dimaksud pada angka 1 sampat dengan 4,
Notaris berwenang membugsinya bersama-sama pejabat lain, sedangkan untuk
pembuatan akta yang discbut pada angka 5, Notaris tidak berwenang untuk
membuatnya, akan tetapi hanya oleh pegawai Kantor Catatan Sipil. 8

Sementara itu wewenang utama Notaris sebagai pejabat umum adalah untuk
membuat akta otentik. Suatu akta Notaris memperoleh stempel otentisitas, menurut
ketentuan pasal 1868 KUH Perdata jika akta yang bersangkutan memenuhi
persyaratan

1. Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum.
2. Alza itw harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Pejabat umum oleh atau dibadapan siapz akfa itu dibuat, haros mempunyai

wewenang untuk membuat akia itu.

® Ibid., bal 38,
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Pejabat umwum yang dimaksud disini adalah pejabat yang dinyatakan dengan
undang-undang mempunyai wewenang untuk membuat akiz otentik, yang salah
satuniya adalah Notaris. Seorang Notaris hanya bolch melakukan atau menjalankan
jabatannys di dalam seluruh daersh yang ditentukan baginys dan banya di dalam
daerah hukum itu ia berwenang.
Adapun wewenang Notaris itn meliputi empat hal, vaitu 8
a. Notaris harus berwenang sepanjang vang menyangkut akta yang dibuatniya ity;
Maksudnya tidak semua akia dapat dibuat oleh Notaris, hanya akta-akta tertentu
vang ditugaskan atau dikecnalikan kepada Notarls berdasarkan peraturan
perundang-undangan;

b. Notaris harus berwenang sepaniang mengenal orang-orang entuk kepentingan
siapa akta itu dibuat;
Notaris tidak berwenang mombuaat akia untuk kepentingan setiap orang. I dalam
Pasal 52 ayat (1) UUIN misalnya, ditentukan bzhwa Notarig tidak diperbolehkan
membuat akia untuk Notaris sendiri, suamifisten, atau orang lain yang memiliki
hubungan keluarga sedarah atau keluarga semenda dengan Notaris dalam garis
turus tanpa pembatasan dergjat dan dalam garis kesamping sampai derajat ketiga,
baik secara pribadi maupun melalui kuasa, menjadi pihak, Maksud dari ketentuan
ini adalab untuk mencegah teriadinya findakan memihak dan penyalahgunaan
jabatan.

¢. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat;
Bagi setiap Notaris ditentukan daersh  hukumnya (daerah jabatannya),
sehapaimany telah ditentukan dalam Pasal 18 avat (1) dan ayat {23 UUJIN, tempat
kedudukan Notaris adalah di daerah kabupaten atau kota, dan wilayah jabatannya
meliputi selummh wilayah propinsi dari tempat kedudukannys. Notaris hanya
berwenang membuat akia di dalam wilayah jabatannys tersebut, Akta yang dibuat
oleh notaris diluar wilayah jabatannva tersebut adalah tidak sah;

® thid, hat 50.
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d. Notaris berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akia itu,
Notaris tidak boleh membuat akta selama masih cuti atau dipecat dari jabatannya,
demikian juga Notarig tidak boleh membuat akta sehefum memangku jabatannya
{sebelum diambil sumpah).

Apabils salah satu persyaratan kewenangan tidak terpeauhi maka zkia yang
dibuat oleh atauy dihadapan Notaris itu adalah tidak otentik dan hanya mempunyai
kekuatan seperti akis dibawah tanpan, apsabila skia itu ditandatangani oleh para
penghadap schagaimana temyata dalam Pasal 1869 KUH Perdata, bahwa :

Suatu akta yang karena fidak berkuasa atau tidak cakapnya pegawai dimaksud

di atas, atau kacena cacat dalam bentuknya, tidak dapat dipedakukan schagai

akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah

tanigan jika ia ditandatangani oleh para pibak.

Adapun kewenangan Notaris lainnya sebagaimana dimuat dalam ketentoan
Pasal 15 ayat {2) dan ayat (3} UUJIN, yaitu :

a) Mengesahkan fanda tangan dan menetapkan kepastian fanggal surat bawah
tangan dengan mendafiar dalam buka khuses;

b) Membukukan surat-surst dibawah tangan dengan mendaflar dalam buku
khusus;

¢) Membuat kopi dari asli surst-surat dibawah tanpan berupa salinan yang
memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam sorat yang
bersangkutan;

d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

€) Memberikan penyuluban hukum sehubungan dengan pembuatan akta;

f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atan membuat akta berita
acara lelang, dan

g) Kewenangan lain vang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam menialankan jebstannya, baik undang-undang maupun kode etik

menghendaki agar Notarls melaksanakan tugasnyz dengan sebaik-baiknya. Notaris
schagai pejabat umum dituntut untuk bertanggung jawab dalam mengemban
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tugasnyz, baik tanggung jawab Notaris berdasarkan hukum maupun tanggung jawab
Notaris berdasarkan moral, artinya ; %

1.

2.

Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, artinya
akta yang dibuat ity menaruh kehendak hukum dan permintsan pihak
berkepentingan karena jabatannya;

Motaris dituntt menghasilkan akta yenp bermutu, artinya akta yang diboat ita
sesuai dengan aturan hukem dan kehendak pibak yang berkepentingan dalam
artl sebenarys, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak
berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akia yang dibuatnya;

Berdampak positif, artinya semua orang akan mengakui bahwa akta Notaris
tersebut mompunyai kekuatan bukti yang sempurna.

Bentuk tanggunp jawab Notaris dalam meniafankan jabatannya adalah dengan

melaksanakan kewajibannya berdasarkan kode etik organisasi maupun berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan vang berlake, dalam rangka menjags dan

memelibara citra serta wibawa lembaga notariat dan menjunjung tinggi keluhuran
harkat dan martabat Notaris.

Kewajiban Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 16 UUIN menyatakan babwa

Notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban ©

a)
b)
<}
d)
e}

Bertindak jujur, scksama, mangiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan
pihak yang terkait dalam perbuatan hukury

Membuat akia dalam bentuk Minuta Akta dan menvimpannya sebagai bagian
dart Protokol Notaris;

Mengeluarkan Grosse Akiz, Salinan Akia, ataw Kutipan Akia berdasarkan
Minuta Akta;

Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan delam undang-undang ini
kecuali ada alasan untuk menolaknya;

Merahasiakan segala sesuatu mengenai akis vang dibvatnya dan segala
keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesual dengan sumpah/ianii
jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

Menijilid akta vang dibvatnya dalam 1 (satu) bulae menjadi buku vang
memuat tidak lebih dari 50 (Jimapuluh} akia, dan jika jumiah akta tidak dapat

fial. 64,

% Abdulkadir Muhammad, Btika Profes; Hukum, (Bandung: PT, Citra Aditya Bakt, 2001),
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dimuat dalam 1 {satu) buky, akia tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu
{satu} buku, dan mencatat jumiah Minuta Akta, bulan, dan ifabun
pembuatannya pada sampul setiap buku;

g} Membuat dafiar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanys
surat berharga;

h) Membuat daftar akta yang berkenaan demgan wasiat menurut urutan waktn
peribuatan akia setiap bulan;

i} Mengirimkan daftar akia sebagaimana dimaksud dengan wasiat ke Daflar
Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang
kenotariatan dalam wakty 5 (lima) hari pada minggu pertama sefiap bulan
berikutnya;

B Mencatat Jalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada sctiap
akhir bulan;

k) Mempunyai cap/stempe! yang memuat lambang negara Republik Indonesia
dan pada ruang melingkarinya ditulis nama, jabatan dan tempat kedudukan
yang bersangkutan;

I} Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2
{dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi
dan Notaris;

m) Menerima magang Notaris.

Bentuk tanggung jawab Notaris dalam menjalankan jabatannya juga terlihat
dari sikap, perilaku, tindakan dan perbuatan Notaris untuk tidak melakukan
perbuatan-perbuatan yang disebut pelanggaran terhadap peraturan Kode Etik Notaris
yang dapat menurunkan citra serta wibawa lembaga notariat ataupun keluhuran harkat
dan martabat jabatan Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-
pelanggaran terhadap : !

1) Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 fentang

Jabatan Notaris;

2} Penjelasan Pasal 19 gyat {23 UUIN;

3} 1si Sumpah Jabatan Notaris;

4) Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Angpgaran Rumsh Tangga
danfatau Keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi

Tkatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota

# Ikatan Notaris Indonesia, 4nggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangge dan Kode ik
Hotaris, {Inkares: Sekretariat PP-INI, 2008}, Ps. 13,
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2.2.3. Bentuk Akta, Golongan Akta Dan Bagian-Bagian Akta Notaris

Di delam 1Indang-Urdang Jabatan Notaris terdapat beberapa Pasal vang
mengatur mengenai bentuk dari akta Notaris, Tujuan danl dizdakannya pengaturan
mengenai bentuk dard akta Notaris dimaksudkan ustuk meningkatkan kejelasan dari
akta dan notuk mencepgah pemalsuannya sehingga tetjamin kepastian hukum.

Akta Netaris harus dibuat sedemikian rupa sehingga merupakan suatu
keselunuhan tanpa ada rangan-ruangan atan sela-sela kosong diantara perkataan-
perkataan yang terdapat dalam skta memberiksn kemungkinan uniok melakukan
pemalsuan dengan menambabkan atau menyelipkan perkatean-perkataan lain di
dalam nuangan-rpangan atau sela-sels kosong itu.

Akta Notaris harus dibuat dalam bahasa Indonesia ” Apabila penghadap tidak
mengeri bahasa yang dipergunakan dalam akta, maka Notaris wajib menterjemahkan
dalatn babasa vang dimengerti olch para penghadap. Jika Notaris fidak dapat
menterjemahkan dalam bahasa yang dimengertt oleh para penghadap, maka Notaris
dapal meminta untuk diterjemahkan oleh penedjemah reswl.

Sering teriadi dalam prakick redakst dari suatu akta vang telah disusun dan
dibuat oleh notaris harus diadakan perubazhan atau tambahan-tambahan, baik atas
permintaan dan kefiendak dari para pepghadap maupun disebabkan adanya kesalahan-
kesalahan ateu kekuragpan-kekurangan guna memperbaiki redaksinya,

Untuk mengantisipasi hal ini UUIN mengatir bagaimana carsnys untuk
mengadakan perubahan-perubahan atsu tambahan-tambaban (Pasal 49 UUIN},
mengatur tendang tempst dimana harus  dilakukan perubshas-perubzhan  dan
tamabahan-tambahan vang dipeclukan dalam akia, tentasg larangan-larangan untuk
dalam akta menulis tindih, menyisipkan atay menambah kata-kata atan hwrefhuruf
dan tentang bagaimana cara melakukan pencoretan kata-kata atas hurufhurof dalam
akia (Pasal 48 UUIN). Hal-hal termaksud dalam prakiek disebut renvooi.

Setiap perubahan dan tambahan yang dibuat disisi akta hanya sah apabils
masing-masing ditandatangani atau disahkan dengan paraf oleh para penghadap yang

# Indonssia (b), Dndang-Undarg Jabatan Netaris, (U No, 30 Tahun 2004, LN RI No, 117
tahuan 2004, TLN R! Nomor 4432, pe. 43 ayst (1)
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mienandatangani akta, para saksi dan Notaris. Jumlah dari perkataan-perkataan, huruf-
kuruf dan angka-angka vyang ditambah hams dinyatekan pada lambashan atau
perubzhan itu.

Apabila perubshan atau fambahan vang terlalu panjang untuk dimuat di sisi
akta, maka perubahan atau tambahan itu dapat dibuat pada akhir akta, sebelum
penutup akia dengan memmjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar
tambahan. Notaris masih berwenang untuk melakukan pembetulan  terhadap
kesalahan tulis dan/atau ketik yang terdapat pada Minuta Akta vang telah
ditandatangani dengan membuat berita acara dan memmberikan catatan tentang hal
tersebut pada Minuta Akta Asl dengan menyebutkan tanggal dan nomor akts berita
acara pembetulan dan salinan skia berita acara tersebut disampaikan kepada para
pihak. ¥

Pada penutup akta harus diterangkan mengenal jumlah dan cara perubahan.
Apabilz terdapat perubzhan berups coretan, coretan demgan penggantian atau
tambahan, maka harus discbutkan jumlah perubahan-perubahan dan tambaban dalam
akta tersebut.

Manfaat dari suatu akia otentik dijelaskan dalam Pasal (870 KUH Perdata,
yaitu bahwa suatu akia otentik merupakan bukti yang sempurna bagi pars pihak
dalam akia beserta shii waris mereka dan pihak-pihak vang mendapatkan hak dari
mereka lentang apa yang dimual dalam sk tersebut

‘Terdapat dua golongan akia yang dibuat oleh Notaris }faaiirt1;:9‘i
1. Akta yang dibuat olek (door} Notaris atau yeng dinamakan akia relaas stau akta

pejabat (ambtelijke akten).

Alia relaas merupakan suatu akia yang menguraikan secara otentik sesuatu
tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh
permbuat akta int yakni Notaris sendirl. Penandatangscan para penghadap di
dalam akta relaas atau pejabat bukan merupakan suatu keharusan bagi otentisitas
dari akia. Termasuk dalmm akia relaas ini antara lain berila acara rapst para

W ghid., ps. 51
# (3.H.S. Lumban Tobing, ap.cit. Hal, §1.
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pemegang saham dalam Perseroan terbatas, berita acara pembukaan undian dan
akta-akta lain sebagaimena dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) UUIN. Dalam
semua akta ini, Notaris menerangkan dalam jabatannya sebagai pejabat umum
kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya yang dilakukan
oleh pihak lain,

. Akts yang dibuat dikadapan (ten overstaan) Notaris yang dinamakan akta partij
{parti} akten) atau akta pihak, merupakan susty akia vang berisikan suatu cerita
dari apa yang terjadi, karena perbuatan yang dilakukan pihak lain dihadapan
Notariy, Di dalam  seatu akia pariij diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain
kepada Notaris. Untuk keperiuan mana piak lain itu sengaja datang dihadapan
Notaris dan memberikan keterangan ini atau melakukan perbuatan itu dihadapan
Naotaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstatir oleh Notaris di dalam suatu
akta otentik. Termasuk dalam akta ini adalah akta hibah, akta jusl beli (tidak
termasuk penjualan di muks umum atan lelang), akta wasiat, kuasa dan lain-lain.
Di dalam akta partij ini dicantumkan segara otentik keterangan dari oreng yang
bertindak sebagai pihak dalam skia, disamping reiaas dan MNotars sendini, yang
menyatakan kehendak schapaimana dinyatakan dalam akta, Oleh sebab itu pada
akta parti} undang-undang mengharuskan ditandatangani oleh pam pihak yang
bersangkutan atau setidak-tidaknya di dalam akta diterangkan apa yang meniads
alasan tvidak ditandatanganinya akfa i oleh pibak atau para pihak yang
bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 38 UUJIN, akta Notaris terdini atas tiga bagian vaitu awal

akta afau vang disebut juga kepata akis, merupakan bagian darf akta yang memuat

judul, nomor, keterangan-keterangan dari Notaris mengenai waktu (jam, hari, tanggal,

bulan dan tzhun} dan tempat aktz dibuat serta keterangan-keterangan dari Notaris

mengenai nama lengkap dan tempst kedudukan Notarisnya. Badan skfa memuat

identitas lengkap para penghadap, keterangan-keterangan dari Notaris mengenai hal-

hal yang disaksikannys stas permintaan para penghadap dan identitss lengkap saksi

peogenal. Penutup atau akhir akta, merupakan bagian dari akta yang memuat uraian
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fentang pembacaan akim, uralan fentang penandatangaman  dan  tempat
penandatanganan atau penerjemah apabila ads, identitas lengkap setiap saksi akta
serta uczian tentang ada atau tidaknya perubahan yang tegadi dalam pembuatan akta
atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan
atau penggantian,

224, Kekuatan Pernbuktian Akta Notaris

Dalam bal pembuktian pada dasamys merupakan masalah keperdataan,
namun hal ini berkaitan dengen Notaris. Pada akta-akia Notaris dapat menimbulkan
alat pembuktian tertulis yang mompunyai sifat otentik.

Membuoktikan artinya mevakinkan hakim fentang kebenaran dalil atau dalil-
dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Oleh karena v pembukiian
hanya diperiukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim.

Menurut Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 164 RIB, Replement Indonesia
yang diperbaharui (Staatsblad Normor 44), alat-alat bukti dalam perkara perdata terdini
atas :
bukti tulisan;
bukti dengan saksi-saksi;
persangkaan;
pengakuan,
sumpah,

W Wb e

Dari kelima alat bukti di atas, bukti denpan surat-surat dalam hal ini dapat
dipersamakan dengan skin, merupskan slat bukii utama. Bukti surat atau skia
merupakan alat bukfi yang wiama dikarenakan dalam lslu lintas keperdataan para
pihak sangat mengutamakan adanya swatu fulisan yang dapat dipakai sebagai alat
bukti apabila timbul suatu perselisihan atau guna pembuktian kepada pihak ketiga

lajnnya.

" Subekti, Hukum Pembultian, cet. Ke-7, (Jukarta: Pradnya Paramita, 1985), hal, 27.
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Surat yang merapakan akta terdiri dari :
1. Akis otentik (1868 KUH Perdata);
2, Akta dibawah tangan, yaitu akta vang bukan termasuk akta otentik.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, akta otentik vang dibuat oleh
Notaris sebagai pejabat emum, merupakan salah sats bukdi tulisan yang mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempuma. Menurat GHLS. Lumban Tobing, kekuatan
pembukiian akta otentik, demikian juge akta Notaris adalah akibat langsung yang
merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan babwa harus ada akis-akta
otentik sebagai alat pembuktian dan akia otentik i merupakan hasil dani tugus yang
dibebankan oleh undang-undang kepada peiabat-pejabat atay orang-orang tertentu.
Dalam pemberdas tugas tersebut terletak pemberian tanda kepercayaan kepada para
pejabat ite dan pemberian kekuatan pembulktian kepada akin-akta yang mereka buat.

Ada beberapa alasan akia harus dibuat secara otentik, yaitu < %

1. sebagai syarat ustuk menyalakan suatu perbuatan hulan. Dengan kata lain, akia
merupakan suatu syaat mutlak untak adanya suafu perbuatan hukum tertenty,
sehingea dengan tidak adanya atau tidak dibuatnya akta tersebut berarti perbuatan
hukum tersebut tidak terjadi;

2. seba gai alat bukti atas kehendak pam pihak agar perjanjian dibuat secara notaritl,

Menuns pendapat yang umum dianst, pada setiap akta otentik terdapat tiga
macam kekuatan pembuktian, yaitu: *
I. Kekuatan pembukiian Formal (Formele Bewijskracht)
Dalam arti formal, adalab bahwa dalam akia otentik membuktikan di antara para
pihak sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut dan pejabat umum
yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu sebagaimana tercantum

* Teguh Semudrs, Hulum Pembuktian dolam Acara Perdats, (Bandusg: Alumni, 19923,
hal. 46,
® (118, Lumban Tobing, op.cit,, hal. 55,
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dalam akta tersebut dan juga kebenaran yang telah diuraikan oleh pejabat itu
sebagai yang dilakukan dan disaksikan di dalam menjalankan jabatannya.

2. Kekuatan Pembuktian Materiil (Materiele Bewijskracht)
Kekuatan pembuktian materiil, membuktikan diantara para pihak yang
bersangkutan bahwa peristiwa yang diterangkan tersebut sungguh-sungguh telah
terjadi, baik para pihak tersebut, maupun pejabat umum telah melakukan dan
menyatakan seperti apa yang dimuat dalam akta. Dengan demikian, pembuktian
materiil menyangkut pembuktian tentang materi suatu akta. %8

3. Kekuatan Pembuktian Keluar/Kekuatan Pembuktian Lahiriah (Uitwendige
Bewijdracht)
Akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya, atau dalam bahasa latin disebut
™acta publica probantsese ipsa”. Akta otenttk membuktikan tidak saja di antara
para pihak yang bersangkutan, tetapi juga kepada pihak ketiga bahwa pada
tanggal tersebut dalam akta itu para pihak yang bersangkutan sudah menghadap
dihadapan pejabat umum.

Dalam kaitannya dengan kekuatan pembuktian tersebut di atas, pada akta
Notaris dalam golongan akta pejabat/relaas akta dan dalam golongan akta pihak/partij
akta, sepanjang mengenai pembuktian lahiriah atau pembuktian keluar, baik relaas
akta maupun partij akta memberikan bukti yang sama, yaitu dapat membuktikan diri
dari luar dan dari kata-katanya sebagai suatu akta otentik. *°

Pada akta yang termasuk polongan partij akta, pembuktian formil
membuktikan bahwa para pihak adalah sungguh-sungguh telah menerangkan seperti
yang diuraikan dalam akta kepada Notaris, namun kebenaran dari keterangan-
keterangan itu sendiri hanya ada pasti diantara pihak-pihak itu sendiri. '®

Dalam pembuktian materiil, suatu relaas akta pada umumnya tidak

mempunyai pembuktian materiil, karena Notaris hanya menyaksikan dan melihat

% Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, Grosse akta dalam Pembuktian dan
Eksekusi, cet. 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 112.

% Ibid., hal. 55.

1% G, H.8. Lumban Tobing, op.cit., hal 57.

Universitas Indonesia

Peran Notaris..., Amalia, FH Ul, 2009



51

serta tidak ada keterangan dari pam pihak. "' Pengecualian terhadap bel ini hanya
pada relaas yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil.

2.2.5. Kedudukan Akta Notariy Dalam Perseroan Terbatas

Dalam hubungannya dengan akta Notaris dalam Perseroan terbatas, maka akia
yang diwajibkan ofeh U1 No. 40 Tahun 2007 yaitn dibuat dengan akta Notaris yaitu
akta pendirian dan akia perubahan angparan dasar. Kedudukan dari akta-akta tersebut
golain sebagat syarat mutlak juga sebagai alat bukii.

Salah satu kewenangan Notaris adalah membuat akta otentik mengenal semua
perbuatan, perjanjian dan kefetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-
undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan
dalam akta cientik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akia,
memberikan grosse, salingn dan kutipan akia, semua itu sepanjang pembustan akta-
akta it tidak juga ditugeskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain
yang ditetapkan oleh undang-undang. "™

Perjanjian para pibak untuk membentuk Perseroan terbatas merupakan
pernyataan kehendak para pihak vang berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang
diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, di dalam ketentusn ini para pihak dapat
mengadakan perjanjian sesuai dengan kebutuhannya asal tidak melangger undang-
undang, kesusilaan, dan ketertiban umum,

Akta pendirian svatu Perseroan terbatas yang di dalamnya terdapat anpgaran
dasar yang merupakan peraturan infem Perseroan yang beriake sebagal andang-
undang bagi semua pilak dibarapkan dapat mengantisipasi keadaan yang skan datang
manakala timbul masalah yang berhubungan dengan suate Perseroan terbatas, Dalam
hal ini peranpan Notaris dalam hvkum perusahaan diperhukan karena Notaris sebagai
pejabat yang memiliki peran dalam iahimya suatu Perseroan terbatas dan membuat
akta-akta sehubungan dengan aktivitas Perserozn termasuk perubahan anggaran

1 Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, ap.eir., hal. 112,
¥ Indanesia (b}, op.ciL., ps. 15 ayst (1)
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dasarnya yang diharapkan dapat merumuskan aturan main Perseroan yang tidak
bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dengan
berkembangnya waktu, hal-hal yang kemudian dialami Perseroan semuanya sudah
dapat diantisipasi.

Tugas Notaris adalah jika ada pihak yang datang kepada Notaris hendak
mendirikan Perseroan Terbatas maka Notaris akan melakukan tindakan sebagai
berikut:

1. menampung semua kehendak dari para pihak terrnasuk di dalamnya
perjanjian-perjanjian yang diajukan oleh masing-masing pihak yang hendak
melakukan kerjasama;

2. memberikan advis dan penyuluhan hukum kepada para pihak mengenai
syarat-syarat dan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh para pihak dalam

pendirian Perseroan Terbatas.

Notaris bertanggung jawab agar pendinian Perseroan terbatas memenuhi
peraturan yang berlaku sehingga dapat memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pengesahan ini merupakan saat
diperolehnya status badan hukum Indonesia dan pendirtannya telah memenuhi
peraturan yang berlaku.

Setelah memberikan advis dan penyuluhan hukum serfa memberikan
penjelasan secara menyeluruh kepada para pihak mengenai tata cara pendirian
Perseroan Terbatas maka akan dibuatkan akta pendirian.

Untuk menilai keabsahan akta pendirian Perseroan Terbatas harus dapat diuji
keabsahannya berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kesepakatan para
penghadap untuk mengikatkan diri, kecakapan bertindak dalam hukum, adanya hal
tertentu dan adanya sebab yang halal. Selain itu daiam pendirian Perseroan Terbatas
harus dipenuhi pula persyaratan dalam UU No. 40 Tahun 2007.
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22.6. Peranan Notaris Dalam lkatan Notaris Indonesia (IND)

Eksistensi organisasi Notaris ditegaskan dalam Pasal T angka 5 Undang-
Undang No, 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris. Organisasi Notaris adalah
organisasi profesi jabatan WNotaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan
Rukom, Menurut data di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Departemen
Hukom dan Hak Asasi Manusia, Tkatan Notaris Indonesia (INI) adalah organisasi
perkumpulan: berbadan hukum vang telah disshkan berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Kehakimandan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Kenotariatan
No. M-G1LHT.03.01 Tshun 2003, tangeal 17 Janvard 2003 sebagai orgnisasi profesi
yang berbadan hukum, pemerintah mengajak INI untuk meningkatkan etika dan
moralitas Notaris dalam membenikan pelayanan prima sesual dengan tuntutan
masyarakat. '

Keputusan pemerintsh untuk mengakui INI sebagai satu-saturiya organisasi
profesi Notaris yang berbadan hukum merupakan langkah tepat untuk menjamin
kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum di masyarakat.

Profesi  jahatan WNotaris int  lahir dari  kebutuhan masyamakat dan
ketidakmampuan negara melayani langsung kebutuhan masyarakat, sehingga negara
menyerahkan sebagian wewenangnya Kepada Notaris untuk melaksanakan sebagian
tugas negare terscbut. Artinya Notaris iahir bukan untuk dir MNotaris sendiri,
melainkan untuk kepentingan masyarakat,

Dari segi sosial budava, budaya masyarakat pragmatis telah menciptakan
budaya instan di segala bidung, termasuk ketika mereka melakukan aktivitas
kenotariatan. Masyarakat menuntut pelayanan yang cepat, efisien, murah namun tetap
berkualitas, oleh karena ity Notaris indonesta dituntut untuk responsif. Notaris harus
mulai berpikir dan sadar akan pentingnya aspek kualitas pelayanan karena kualitas
pelavanan yang baik juga menentukan kepuasan kiien, meskipun demikian pelavanan
yang dimaksud tidak boleh melanggar koridor Kode Etik Notaris yang telah

digariskan organisasi.

5 Anke Dwi Saputro, Peagurus Pusal Tkatan Notatis Indonesia, Juti Diri Notaris Indonesia,
Cet. 1, {(¥akarta: Gramedie, 20093, hal. 10.
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Notaris adalah pejabat umum yang menjalankan sebagisn kewenangan nepara
dalam hukum privat yang diharapkan tidak hanya mampn memberikan solusi atas
permasaizhan klien namun juga mampu memberikan pelgyanan prima.

INI iabir sebhagai wadsh tungpal yang meneruskan visi misi para pendahulu
Motaris tersebut. INI adalah wadah bagi setiap Notaris Indonesia yang ingin
mendedikasikan dirinva untuk mengubah kondisi bangsa dan negara ke arsh yang
lebih baik. INI selama ini selalu menjadi mitra fungsional pemerintah dalam
menyelesaikan permasalahan kebangsaan khususnya berkaitan dengan hukum privat.

Konteks jaman yang semakin pro pelayanan menuntut para Notaris belajar
melayani klien, belajar memimpin din sendifi dan orang lain, serta belajar
menggunakan perangkat teknologi modem untuk meningkatkan akselerasi tugss
kenotariatannya.

Ide-ide bary yang kadany diluar pakem adalah modal bagi para Notaris di era
sekarang agar lebih fleksibel dan kreatif menyikapi kerasnya jaman, namun tidak
mengorbankan idealisme.

Komitmen para Notaris dalam menjunjung Kode Etik Notaris dalam
kehidupan sehari-hari dan ketika menjalankan jabatan otomatis telah menjaga
Notaris dari penodaan keluhuran dan martabst profesi. Kode Etik yang berlaku dan
diakui sekarang adalah Kode Etik Notaris INI yang merupakan hasil Kongres Luar
Biasa Tkatan Notads Indonssiz yang dilaksanzkan di Bandung, 27 Januari 2005
Dengan adanya Kode Eiik tunggal ini maka dapat memudahkan masyarakat untuk
mengontrol sikap dan prilaku Notaris datam pelaksanaan tugasnya.

2.3, Proses Pengurusan Ferubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
Perubahan anggaran dasar Perseroan Terbaias harus dilakukan berdasarkan
hasil kepulusan RUPS atn RUPSLB dan semma perubahan-perubzhan tersebut
dituangkan ke dzlam susty berita gcars rapat yang dibuat oleh notaris atau berita
acara rapat dibawah tangan stau berupa sirkuler.
Berdasarkan berita acara rapat dibawah tangan atau sirkuler, selanjutnya kuasa
dari pihak Perseroan akan menghadap kepada Notards untuk menuangkan hasil
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keputusan-keputusan RUPS tersebut dalam svatu akta Pemyataan Kepuiusan Rapat
{akta PKR). Perubahan anggaran dasar yang tidak di muat dalam akia berita acara
rapat vang dibuat oleh Notaris harus dinvatakan datam akia Notaris atau PKR paling
lambat 30 {tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.™ Apabila berita
acara rapat dibawah tangan atau sirkuler tersebut telah lewat batas waktu 30
{tigapuluh) hari, maka tidak boleh dinyatakan dalam akta Notaris.'®

Akta PKR yang telah dibuat oleh Notaris, selanjutnya diajukan permohonan
persetujuan atar pemberitzhuan kepada Menteri melalai sistem elektronik atan
SABH. Permohonan tersebut diajukan kepada Menteri paling lambat 30 {tigapuluh)
hari terhitung scjak tanggal akta Notaris atau akta PKR.'™ Apabila permohonan
persetujnan atau pemberitahuan kepada Menteri fewat batas waktu 30 {tigapuluh)
hari, maka permohonan yang berupa akia PKR fidak dapat disjukan kepada
Menteri.'?

Pernbahan anggaran dasar tertenty mulal berfaku sejak tangeal diterbitkannya
Keputugan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar.'™ Sedangkan
perubahan anggaran dasar selain tertenta mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya

surat pericrimaan pemberitahuan perubahian anggaran dasar oleh Menteri. '

2.3.1. Faktor-Faktor Kendala Dalam Proses Perubahian Anggaran Dasar
Pada prakteknya banyak faktor yvang sering menjadi kendala dalam proses
perubahan anggaran dosac suatu Perseroan Terbatas. Faktor-faktor kendala yang
sering terjadi di dalam prakiek adalab scbagai berikut:
I. Kendala yang bersumber dari Sigtem Administrasi Badae Hukum (SABH)
Sistem Administrasi Badan Hukum aisu yang disingkat dengan SARH,
sebelumnya dikenal dengan singkatan SISMINBAKUM adalah jenis pelayanan
vang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan bsdan hukum

** mdonesia (a)., op.cit.ps. 21 ayst {51
0% 1bid., ps. 21 ayst {6},
' shid ps. 21 ayat (7).
197 fbid, ps. 21 ayat (9).
' fbid., ps. 23 ayat (1).
9 1hid, ps. 13 ayet (23,

Universitas Indonesia

Peran Notaris..., Amalia, FH Ul, 2009



56

Perseroan, pemberian persetujuan perubaban anggaran dasar, penerimasn
pemberitahuan perubshan anggeran dasar, dan perubahan data Perseroan serta
pemberian informasi Jainnya secara clektronik yang diselenggarakan oleh
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia. '™

Berdasarkan surat dari Tim Restrukturisasi Sistem Administrasi Badan
Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia diberitahukan bahwa sejak
tanggal 27 November 2008 telah terjadi gangguan pada Sistem Administrasi
Badan Hukum {SABH). Pada tanggal tersebut seluruh peralatan vang digunakan
dalam rangks pendirian, perubahan, penyesuatan atau pengesahan anggaran dasar
Perseroan Terbatas disita oleh pihak Kejaksaan Agung sehingga sistem
adminisirasi badan hukum tidak berjalan seperti sebelumnys.

Pada langgal 5 Januari 2009 pihak Tim Restrukturisasi Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusis telsh mengupayakan langkah-langkah darurat
agar pelayanan publik tetap terselenggarakan dengan batk. Naroun sejak tanggal
6 Yanuari 2009 Menteri Hukum dan HAM dan Tim Restrukturisasi telah disomasi
olech Tim Pembela PT. Sarana Rekatama Dinamika {(PT. 8RD) untuk tidak
menggunakan barang sitaan (berdasarkan pasal 40 KUHAF) tersebut walaupun
untuk melaksanakan pelayanan public

Setelah waktu 3x24 jam dan somasi terakhir yang diterima pada tanppal
16 Januari 2009, harus menghentikan seluruh sistem dan pelayanan.  Sejak
disomast maka istilah “PPBH” (Penpadministrasisn Pendaflaran Badan Hukum)
diganti menjadi SABH (Sistern Adminisirasi Badan Hukum), denpan penggantian
istilah “FIAN™ menjadi “DIAN” (Daflar Isian Administrasi Badan Hukom), Pads
akhimya sejak tanggal 19 Januari 2009 SABH tidak dapat di akses dan yang
keluar dalam layar monitor adalah tulisan: “this is an illegal acoess”,

Dalam upgrading dan Kongres Ikatan Notaris Indonesia di Surabaya
tanggal 28 lanvari 2009, Direktur Perdata dari Departemen Hukum dan Hak Asasi

0 permenkumbanm {a)., op.cit, ps. 1 butir 2,
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Muanusia menerangkan bahwa sejak tanggal tersebut PPBH vang scmula akan
dijadikan sebagai pengganti dari SISMINBAKUM serentak dimatikan. Hal ini
discbabkan karena terdapat somasi dari kuasa hukum PT. SRD yang telah
mendaftarkan  SISMINBAKUM pada Direkiorat Jendrak Hak atas Kekayaan
Intelektual (HAKI). Apabila vang digunakan masih berupa SISMINBAKUM,
walaupun sekarang dengan nama PPBH, namun alamat akses masih tetap di
http://www.sisminbakum go.id dengan menggunakan istilah-istilah yang sama,
vaitu FIAN 1, FIAN 2, FIAN 3 serta proses yvang sama, snaka hal tersebut teiah
melanggar hak cipta dart PT. SRD fersebut.

Selain kendala non feknis dan sistem vang tersedia, jupa lerdapat kendala
tekniy yaitu dari sumber daya manusia yang terbatas meskipun sudah dilakukan
rekrutmen dan pelatihan yang sistematis, juga mengenai masalah penafsiran dari
suatu undang-undang.

Disamping itu terdapat kerancuan dan menimbulkan perbedaan pendapat
mengenat masalah jangka waktu 30 (tigapuluh) hari yang telah ditentukan oleh
undang-undang, karena pada wakty berhadapan dengan mesin perhitungan jangka
waktu fersebut menjadi tidak bisa mempertimbangkan hal-hal lain di luar waktu
baku yang sudah ditetapkan olel undang-undang. Xemudian permasalahan timbul
pada waktu berhadapan dengan sistemn eletronik dalamn SABH, karena jangka
wakiu terssbut mulai dihitung sejak pepandatanganan akta tetapi tidak jelas
mengenai sejak kapan jangka waktu tersebut berakhir,''!

2. Kendals vang bersumber dari kelalatan pibak Motaris

Faktor kendala dari pihak Notaris pun sangat dimungkinkan terjadi,
misalnva  kelalaian dalam pengecekan kelengkapse dokumen schingga
membutuhkan waktu lebih lama lagi atau kelalalan untuk akses data dalarm SABH
dengan menunda-numda waktu yang akhimya mengakibatkan akta menjadi lewat
batas waktu dari waktu yang ditentukan dslam vndang-undang.

™ irma Devita, “Batas Waktu Pendaftarsn PT Versus Kendalze Dalam Sistem Di
Deplainham BT <SfipVirmadevita comicategoryiariikel/page/2t>, 3 Desember 2008,
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3. Kendala yang bersumber dari kelalaian pihak klien atau Perseroan

Faktor kendala ini sering pula ferjadi akibat pihak Perseroan tidak
mengetahui adanya batas wektu yang telah ditentukan di dalan peraturan
perundang-undangan. Hal tersebut dapat terjadi, apabila Direksi atav orang yang
diberi kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham datang menghadap Notaris
untuk membaat Akta Pernyatasn Keputisan Rapat dengan membawa berita acara
dibawsh tangan atay sirkuler vang telah lewat wakm 30 {(tigapuluh} hart sejak
tanggal RUPS diselenggarakan,

Berita acara rapat yang dibuat dibawah tangan tersebut harus dinyatalan
dalam akta Notaris dalarm wakiu paling lambat 30 {tigapuiuh} hari terhitung ssjak
tanggal keputusan RUPS.'™ Setiap perubahan anggaran dasar tersebut harus
mendapat persetujuan ateu dibenitabukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, melalui Sistem Informasi Badan Hukum (SABH)
yang dalam hal ini permohonan persetujuan atau pemberitahuannya juga
dikuasakan kepada Notaris,

Kendala-kendala lainnya yang dalam praktek seringkali terjadi berupa
gabungan diantara kendala seperti yang telah disebutkan di atas. Hal ini jelas sangat
mengganggu kKineria pars Netaris yang harus berhadapan dengan pihak klien atgu

Perseroan,

2.23.2. Resiko dan Solusi Notanis Dalam Menghadapi Masalah Akia Perubahan
Anggaran Dasar Yang Telah Lewat Batas Waktu
Resiko vang akan tergadi apabila jangka waktu yang telah ditentukan oleh
undang-undang tidak dapat terpenubi, maka skia perubahan anggaran dasar yang
akan dimintakan persetujuan atau pemberitahuan ke Departernen Hukum dan Hak
Asasi Manusta menjadi lewat batas wakiu atau jangka waktu yang telah diteotukan

oleh peraturan perundang-undangan tidak tercapat.

1 indonesta {a), op.oit. pa. 21 ayat (33,
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Dalam meaghadapl permasalahan tersebut banyak pendapat untuk mencari
solusi yang berbeda-beda datam penyelesaian masalah akia vang lewat batas waktu,
schingga dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum. Hal ini akan menjadi lebik
rumit apabila RUPS Luar Biasa tersebut dindakan dalam agenda jual beli saham dan
pars pemegang saham yang lamg merasa sudah tidak berkepentingan lagi dengan
Perseroan dimaksud karena sudah menjual sahanmya sehingga tidak mau hadin

Magalah Notaris untuk pengadaan RUPS dengan agenda mengenai penegasan
kembali dari keputusan RUPS schelomnya dengan disetujui oleh para pemegang
saham merupakan salsh saty solusi yang terbaik, tetapi dalam prakiek sering
mendapatkan kendala schingga pada akhimya hanva Direksi vang melakukan
penegasan dan dituangkan dalam akta pencgasan yang dibuat oleh Notaris.

Ikatan Notaris Indonesia {INI) mencoba pula untuk  menjembatani
permasalahian fersebut dengun mengadakan pertemuan dengan pars Notarls vang
tergabung dalam organisasi INI dan pihak dari Depariemen Hukum dep Hak Asast
Manusia. Tujoan dari pertemuan tersebut adalah untuk membuat persamaan perseps
mengena masalah jangka waktu dalam menghadapi kendala-kendala yang timbul di
lapangan pada proses pendaftacen di Sistern Administrasi Badan Hukum.

Hasil dari seminar/pertemuan tersebut, terdapat hal-hal yang disepakati vang
intinya adalah sebagai berikut '

1. Dalam proses pembuatan akta Notaris sampai dengan pendaftaran akianya pada
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, harus dipisahkan antara:
a. perbuatan hukumnya
b. perbuatan administratifiiya.
Apabila suan: akia RUPS misalnva vang sudah dibuat secara sab, memenuhi tata
cara pemanggilan yang sah sesuai dengan undang-undang, dan memenuht jumlah
kuorum yang dipersyaratkan, maka akta tersebut adaiah sah dan tetap berlaku
{mengikat para pihak). Akta terscbut memiliki fungsi konstitutif yang merupakan
alat bukti telah terjadinyz suatu perbuatan bukum, meskipun batas waktu

8 rens Devita, op.cit.
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i

pengajuannya menjadi berakhir akibat masalah administratif. Jadi, apabila jangka
waktu pengajuannya telah berakhir, hanya syarat administratif yang tidak
terpenuhi, maka akta tersebut tetap sah dan tidak batal begitu saja. Jika harus
dibuatkan RUPS baru, maka akta yang dibuat adalah berdasarkan hasil RUPS
yang menegaskan keputusan RUPS sebelumnya, dengan mencantumkan alasan
dibuatnya RUPS tersebut.

2. Berbeda dengan jangka waktu untuk RUPS perubahan (baik yang membutuhkan
pengesahan atau pemberitahuan) untuk akta pendirian, jika jangka waktu 60 hari
sudah lewat, maka tidak bisa dibuatkan akta penegasan mengenai pendirian
Perseroan Terbatas, melainkan harus dibuatkan akta pendirian yang baru. Hal ini
disebabkan akta Perseroan Terbatas yang sudah bubar tidak bisa ditegaskan
kembali, sedangkan untuk nama dapat dipakai narna Perseroan Terbatas yang
sebelumnya. Dalam pelaksanannya cukup dilakukan dengan cara pemesanan
nama dan seterusnya seperti halnya pendirian Perseroan Terbatas yang baru.

3. Penghitungan batas waktu 30 hari untuk pengajuan akta perubahan suatu PT yang
semula berakhirnya terhitung sejak tanggal diperolehnya DIAN selesai (selesai
melakukan eniry data DIAN). Namun, sejak tanggal 17 Nopember 2008 yang lalu
di ubah menjadi berakhimya terhitung sejak tanggal pengajuan (tanggal akses
DIAN). Artinya pada saat Notaris sudah mendapatkan nomor kendali DIAN,
maka batas waktu 30 hari tersebut sudah terpenuhi, sehingga selanjutnya tinggal
proses administratif saja.

4. Untuk penyesualan angparan dasar yang diikuti dengan materi Rapat yang
membutuhkan pemberitahuan kepada Menteri, seperti: perubahan susunan
pengurus ataupun perubahan susunan pemegang saham, dahulu harus dilakukan
akses DIAN-2 yang dilanjutkan dengan DIAN-3. Hal ini sering mengakibatkan
ditolaknya tanggal akta oleh sistem, karena berakhimya jangka waktu. Padahal
untuk mengakses DIAN-3 tersebut, Notaris harus menunggu DIAN-2
memperoleh Tidak Keberatan Menteri (TKM). Sekarang, untuk mencegah hal
tersebut terjadi dan mempermudah dari sisi administrasi, maka cukup dilakukan
satu kali akses saja pada DIAN-2. DIAN-2 merupakan pengesahan anggaran
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dasar, dapat sekaligus mengesahkan perubaban susunan pengurus ataupun
perubahan susunan pemegang saham tersebut.

Pads upgrading dan Kongres Ikatan Notaris Indonesia di Surabayz tanggal
28 Januari 2009 dijelaskan pula mengenai akta perubahan anpgarsn dasar Perseroan
Terbatas baik yang akan diproses, sedang diproses, maupun vang sudab terlanjur
diproses afau ditanda tangan. Dalam mengatasi apabila akis sudah terlanjur lewat
batas waktu akibat adanya kendala dasi sistem sedangksn para pemepang saham
sudah tidak bisa hadir lagi untuk rapat, maks pada setiap RUPS harus menyebutkan
kuasa kepada Dircksi untuk membuat perubahan, pengukuban kembali acara rapat
untuk mengajukan permohonan kepada Departemen Hukum dan Hak Asast Manusia,
Kuasa tersebut akan lebih sempuma lagi jika bisa dibuat secara terpisah dalam bentuk
lampiran. Jadi tiap lewat dadd 30 (tigapuluh) hari, Dircksi tinggal membuat
pengukuhars kemball atas RUPS yang sebelumnya. Demikian pula jika RUPS yang
terlewatkan terdiri dari beberaps RUPS (misazlaya RUPS perama tentang
peningkatan modal, RUPS kedua tentang perubahan maksud dan tujuan RUPS ketipa
tentang perubahan pengurus). Untuk hal demikian maka Direksi cukup membuat satu
kali lagi RUPS baru yang sekaligus mengukuhkan semua mata acara RUPS pertama,
RUPS kedua dan RUPS ketige tersebut, sekaligus menpesahkan seluruh perbustan
hukum yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Kormisaris Perseroan sebelum
mendapstkan persetujuan atau penerimaan pemberitahuan dari DPepartemen Hukum
dan Hak Asssi Manusia Jadi kalimai pada skhir RUPS sebaiknya ditambahkan
berupa: e
“membenikan kuasa dengan hak substitusi kepada Dircksi Perseroan untuk
menyatakan kembali keputusan sebagaimana tersebut di atas ke dalam akiz Notaris,
dan untuk selanjutnya memberitahukan kepads Menteri Hukum dan Hak Azasi

Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala sesuatu yvang disyaratkan oleh
hukum dan ketentuan perundang-undangan,

¥ Yrma Devita, “Lagi-(Lagi) Sisminbakum, htip./irmadevita.com/200% 02/03lagi-lagi-
sizminbakuod>, 3 Fobouad 2004,

Universitas indonesia

Peran Notaris..., Amalia, FH Ul, 2009



62

Menyetujui, dalam bal keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini dikarenakan
satu dan lain hal tidak dapat dinyataken dslam akta Notaris danfatau tidak dapat
diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Menusia Republik Indonesia dalam
jangka wakitu sebagaimana difstapkan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang
Persercan terbatas, maka masing-masing pemegang saham Persercan memberikan
kuasa dengan hak subslitusi kepada Direksi dan untuk bertindak baik bersama-sama
maupun masing-masing wntuk dan atas nama seria mewakili masing-masing
pemegang sasham Perseroan yang badir dalam dan menyetsjui keputusan Rapst ini
khusus wntuk mengadakan, menghadiri serta meagambil keputusan RUPS atau
menanda-fangani suatu keputusan di fuar RUPS yang memutuskan das mengukuhkan
kembali keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini (bentuk dan isi surat kuasa
sebagaimana terlampir) dan berkepasn dengan hal tersebut melakukan segala
tindakan yang diperlukan tanpa adas vyang dikecwalikan demikian dengan
memperhatikan ketentuan perundang-undangan..”

Menurut pendapat penulis akta yang lewat batas waktu telah cacat hukum,
akan tetapi perbuatan hukum mengubah anggaran dasar oleh para pihak tidak menjadi
batal. Hal tersebut terlaku apabila keputusan-kepuntusan yang telah disepakati oleh
para pemegang saham dalam RUPS telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang
ditetapkan oleh undang-undang dan anggaran dasar Perseroan mengenai tata cara
pengadaan RUPS. Selanjutnya wntuk melakukan proses pengajuan permohonan
persefujuan atau pemberitahuan kepada Mentert diperlukan penegasan kembali atas
hasil keputusan vang telah diambil melalui keputusan RUPS, Ha! ini dilakuken
mengingat Pasal 21 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 telzh secara fegas dan jelas
mengatur mengenal masalah batas wakte pengajuan permohonan ini. Jadi tindakan
yang seharusnya dilakukan Notaris adalah membuatkan akta penegasan berdasarkan
hasil keputusan RUPS yang menegaskan kembali segala keputusan-keputusan RUPS
yang telah disepakati secara musyawarah dan mufakat pada RUPS sebeluminya.

2.3.3. Analisa Kasus Akta Yang Menjadi Lewat Batas Wakty
2.3.3.1. Kasus Posisi

PT. X bermaksud untuk melakukan penyesuaian dan perubshan anggaran
dasarnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nemor 40 Tabun 2007 tentang
Perseroan Terbatas. Uniuk melaksanakan penyesuaian dan perubahan anggaran dasar
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tersebut, FFI' X telah mengadakan RUPS Luar Biasa secara sitkuler pada tanggal
18 Nopember 2008.

PT. X dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, datang menghadap kepada
Notaris A untuk menyatakan keputusan diluar RUPS tersebut ke dalam zkta Notaris.
Kemudian pada tanggal 24 Nopember 2008 ditandatangani akta pernyataan keputusan
diluar RUPS PT X yang berupa aktfa pernyataan keputusan rapat (PKR).

Sesuat ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka
Notaris A kenmudian mengajukan permohonans persetujuan perubahan angparan dasar
tersebut melalul jasa eknologi informagi Sistem Administrast Badan Hukum (SABH)
secara eleltronik kepada Menterd Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
(Menteri).

Pada saat proses melakukan akses data pada SABH mefaluj DIAN 2, terdapat
kendala yaitu adanya keterangan pada layar monitor yang menyatekan bahwa "Nama
PT X sudah terpakai”, schingga proses pengisian data tidsk dapst dilakuksn lebih
fanjut. Mengingat bahwa PT X merupakan Perseroan Terbatas vang sudah lama
didirtkan dan setiap perubahan anpparan dasamya telah mendapat persetujuan dar
Menteri, maka sangat kecil kemungkinan apabila terdapat perusshaan lain yang
memiliki nama sama dengan PT X terscbut. Kemudian terhadap masalah ini pihak
Notaris A melakukan konsultasi dengan bagian penerangan Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan kemudian diperoleh keterangan bahwa
akses Sisminbakum PT. X sedang dalan posisi masih dipakai oleh Nataris B,

Setelzh diteliti lebih lanjut, ternyata Notaris B sedang melaiarkan akses SABH
PT.X melalui DIAN 3 yaitu dalam rangka pemberitahuan kepada Menteri mengenai
perubahan susunan Dircksi dan Dewan Komisaris PT. X, dan sampai dengan saat
Notaris A melakukan Akses SABH untuk mendapat persetujuan dari Menteri
mengenai perubahan anggaran dasar PT X, Menteri belinn menerbitkan surst
penerimaan pemberitshuan mengenai perubahan susunan Direksi dan Dewan
Komisaris PT. X, ‘

Selanjutnya Notaris A memberitahukan hal tersebut di atas kepada kuasa dari
PT X uptuk kemudian ditindaklanjuti dengan memberitahukan kendala di atas, dan
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agar segera melanjutkan proses memperoleh surat penerimaan pemberitahuan
mengenat perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. X dari Menteri.

Setelah masalah akses SABH telah dibuka dan dapat dipergunakan femyata
akta PKR yang telah ditandatangani tanggal 24 Nopember 2008 oleh kuasa PT, X
tersebut menjadi lewat batas waktu (lewat dari 30 hari dari sejak ditandatanganinya
skt tersebut) dan kendala ini menjadi lebih rumit dikarenaken pada saat yung
bersamaan diberitahukan oleh Tim Restruturisasi Sistem Administrasi Badan Hukum
dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bahwa untuk
sementara akses SABH karena suatu hal tidak dapat dipersunakan, sehingga proses
penyesusian PT. X semakin terhambatl.

Sehubungan dari Akia PKR yang telah ditandatangani oleh kuasa PT. X 1elah
lewat batas waktu, Notaris A mengecek kembali akta PKR tfersebut dan ternyata ada
kesalahan redaksi pada akta PKR vang telah lewat batas waktu, Akhirnya Notasis A
berinisiatif untuk mengambil solusi dengan cara dibuatnya akta perbaikan PKR
PT. X vang mengacu pada akis PKR yang telah lewat batas waktu tersebut. Pada
akhirnya dengan torsendat-sendat karena SABH sedang dalam masalah, Nefariz A
berhasil mengakses sistem dan mengist data-data vang diperiukan pada DIAN 2.

2.3.3.2. Analiss Kasus

Pada kasus di atas akta vang dibuat oleh Notaris A merupakan akta pemyataan
keputusan rapst vang dibuat berdasarkan keputusan yang telalr disepakati diluar
RUPS PT X (sikuler), hal ini sesual deogan ketentuan Pasal 91 UU No. 40 Tahun
2007 yang menyatakan bahwa

“Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar
RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui
secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangiutan,™

Permasalahan kemudian timbul pada saat akta PKR terscbut meniadi lewat
batas waktu vang sebagian besar diakibatkan dari kelalaian dari pihak Notaris,
ditambah lagi dengan adanya masalab non teknis dari Sistern Administrasi Badan
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Hukam. Dalam hal ini penuolis berpendapat bahwa kelalaian Motaris vang terjadi pada

kasus ini 2dalah sebagai berikut :

I. Notaris B telah melskukan prases perubahan susunan Direkst dan komisaris pada
PT. X tidak tuntas dalam pekerjaannys schingpa menghambat kinerja klien untuk
melakukan perabahan-perubahan anggaran dasar pada Perseroannya.

2. Notsris A tidak teliti dalam pengecekan dokumen, dimana sebelum pembuatan
Akta PKR Notaris A tidak menanyakun terlebih dahulu kepada kuasa PT, X
mengenai keberadaan surat keputusan darf Menteri dalam rangka perubahan
susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir. Di dalam komparisi akia
PKR penyesusian, Notaris A hanys menyebutkan nomor dan tapggal dard akia
perubahan  susupan Dirkom yang dibuat dihadapan Notaris B dan telzh
ditandatangani oleh kuasa PT. X Di dalam ketentusn Pasal 23 ayat {2) UU Ne. 40
Tahun 2007 ditentukan bahwa perubshan anggaran dasar yang memerlukan
pemberitahuan Menteri, mulal berlakn sgiak tangpal diterbitkannya surat
penerimazn pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri. Akibatnys
setelah akta PKR mengenai penyesuatan apgparan dasar PT. X soiesal
ditandatangani dan akan mengakses DIAN 2 melelui SABH iemyala akses
tersebut  tidak dapat dipergunakan karenz surat kepufusan mengenat
memberitahuan verubahan terakhir Direksi dan Dewan Komisaris tersebut belum
diterbitkan ofeh Menteri sehingpa akses SABH masih tertutup untuk PT. X,

Pada akhirmya dalam menyeclesaikan masalah akta PKR yang menjadi lewat
batas waktu ini, Notaris A menemukan kesalahan redaksi pada akia PKR nya yaitu
pada Pasal 11 Anggaran Dasar ketentuan mengenal anggota Direksi yang seharusnya
tertulis 5 (lima} anggota Dircksi tetapi pada skia PER tertulis 2 (dua) orang anggota
Direksi. Oleh karena itu Notaris A berinisiatif unfuk membuat akta perbaikan dan
menganggap babwa kuasa vang diberikan oleh RUPS sirkular PT. X kepada penerima
kuasanya yang tertera dalam Akta PKR PT. X yang telah Jlewat batas waktu cukup
untuk dijadikan dasar dibuatnys akta perbaikan. Kuasa yang terdapat dalam alta PKR
tersebut berbunyt ;
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”Selanjutnya para pemegang saham dengan ini memberikan kuasa kepada
Direksi dan/atau....... baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak
untuk memindahkannya kepada pihak lain, untuk memohon persetujuan dan
menyampaikan laporan serta mendaftarkan pada instansi yang berwenang atas
Resolusi tersebut dan menyatakan serta menyusun perubahan-perubahan
dan/atau penambahan-penambahan bilamana diperlukan, untuk itu menghadap
dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh
membuat serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan,
memilih tempat kedudukan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang
dianggap perlu dan berguna untuk itu tidak ada yang dikecualikan.”

Dalam hal ini Notaris A mencoba mempergunakan celah hukum dengan
adanya kesalahan pengetikan redaksi pada Akta PKR PT. X. Hal tersebut dilakukan
agar kliennya tidak perlu mengadakan RUPS kembali dengan agenda penegasan
keputusan RUPS sebelumnya, karena akan memakan waktu yang lebih lama lagi.

Pada dasarnya Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengatur apabila terjadi
kesalahan redaksi pada akta Notaris yaitu dengan melakukan renvooi, sesuai
ketentuan Pasal 49 UU No. 30 Tahun 2004, yaitu :

(1) Setiap perubahan atas akta dibuat di sisi kiri akta.

(2) Apabila suatu perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri akta, perubahan
tersebut dibuat pada akhir akta, sebelum penutup akta, dengan
menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar
tambahan.

(3) Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah
mengakibatkan perubahan tersebut batal.

Hal tersebut diatur karena dalam praktek sering kali redaksi dari suatu akta
yang telah disusun dan dibuat oleh Notaris harus diadakan perubahan atau tambahan-
tambahan, baik atas permintaan dan kehendak dari para penghadap maupun
disebabkan adanya kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan guna
memperbaiki redaksinya. Akan tetapi kesalahan redaksi pada kasus ini baru disadari
oleh Notaris setelah minuta Akta PKR PT. X ditandatangani oleh kuasa PT. X, telah
lewat batas waktu dan telah dikeluarkan salinannya .

Menurut pendapat penulis secara hukum ketentuan yang sudah dinyatakan
dalam undang-undang, maka ketentuan tersebut yang berlaku yaitu ketentuan Pasal

21 ayat (5) dan ayat (7) UU No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa :
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(5) Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat
yang dibuat oleh Notaris harus dinyatakan dalam akta Notaris paling
lambat 3 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.

{7y Permohonan persetujuan perubshan anggarsn dasar sebagaimana di
spaksud pada ayat (2} diajukan kepads Menteri, paling lambat 30 {tiga
pulul) haci terhitung seisk tanpggal akta Notarls yang memuat perubahan
anggaran dasar.

Jadi apsbila Akta PKR telah lewat wakiu atan lewat batas waktu, maka harus
dibuat pensgasan kemball atas hasil keputusan-kepotusan RUPS vang telah
dituangkan dalam akta PKR yang felah lewat batas waktu tersebut melalui suatu
RUPE,

Sedangkan knasa yang telah diberikan oleh para pemegang saham tidak bisa
digunakan sebagai kuasa untuk melakukan penegasan kembali terhadap keputusan-
keputusan yang tertuang dalam akts PKR yang telah lewat batas waktu. Notaris A
seharusnya bukan membuat akia perbaikan yang isinya hanya menerangkan adanya
kesalahan redaksi, tetapi harus meminta kepada pihak Perseroan untuk melakukan
penegasan kembali melalui suaty RUPS terhadap hasil kepotusan-keputusan yang
tertuang dalam sirkuler sebelumnya. Apabila pihsk Perseroan telah membuat
penegasan ierhadap keputusan-keputusan sebelumnya melalui RUPS, maka Notaris
dapat membuat akta pencgasan yang di dalam akia tersebut sekaligus menerangkan
adanya kesalahan redaksi dan alasan dibuatnya akta penegasan.

Untuk permassishan akia yang menjadi lewat batas wakto ini sebaiknya
Notaris berhati-hati dalam mencarn solusi permasalahannya. Hal ini dilakukan untuk
menghindari permasalshan di mass mendatang vang akan merugikan pihak
Perservan.

Berdasarkan kefenfuan Pasal 16 UUIN yang menyatskan bahwa Notaris
dalam menjalankan jabatanmya berkewsjiban :

a) Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihek dan menjaga
kepentingan pihak yang terkait dalam perbeatan hukum;

Motaris sebagai orang yang mengerti hukum dan  dipercaya untuk
menyelesaikan permasalahan hukum ini harus bertindak seksama atau teliti dafam
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setiap tindakan dan keputusannya. Pibak Departemen Hukumn dan Hak Asasi manusia
baru-baru inj mendapat gugatan dari salah seorang lawyer yang mempermasalahkan
mengenai penerbitkan surat keputusan untuk Perseroan Terbatas yang sudah lewat
jangka waktunya.'”

3 rhid
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BAB3
PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan
berdasarkan kasus yang ada, maka kesimpulan penulis mengenai peran notaris dalam
proses perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut :

1. Kendala-kendala yang sering terjadi dalam praktek sehubungan dengan proses
perubahan anggaran dasar, khususnya dalam rangka untuk memenuhi ketentuan
mengenai jangka waktu pelaksanaannya berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007,
antara lain bersumber dari :

a. Masalah Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) baik secara teknis
maupun non teknis;
b. Kelalaian dari pihak notaris yang telah diberi kuasa oleh pihak perseroan
untuk melakukan proses pengajuan permohonan perubahan anggaran dasar;
¢. Ketidakpahaman dari pihak perseroan atau klien mengenai ketentuan yang
berlaku.
Kendala yang bersumber dari masalah sistem dan kelalaian pihak Notaris dapat
berakibat akta notaris yang hendak diajukan permohonan persetujuan atau
pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia menjadi lewat batas waktunya atau kadaluarsa. Pada dasarnya kendala
yang paling berpengaruh adalah adanya kelancaran dalam penggunaan sistem
elektronik. Perkembangan teknologi dan informasi telah menjanjikan proses
pelayanan dan pendaftaran online dapat dilaksanakan secara mudah dan cepat,
sehingga mendorong Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk
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menerapkan sistem komputerisasi dalam preses pengesahan pendirian maupun
proses perubahan-perubahan anggaran dasar suaty badan hukam. Tujuen utama
diterapkannya teknolegi ini adalah dalam rangka peningkatan pelayanan terbadap
masyarakat. Oleh karena it perlu saling mendukung antara perangkat hukum
dengan pencrapan teknologi yang tersedia. Pada kasus yang telah penulis uraikan
di afas, akia notatis dalam rangka penyesuaian dan perubahan dats Persercan
menfadi kadaluarsa sebagsi akibat dari adanya kelalsian pthak notaris yang ditkauti
oleh kendala dari Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

. Peran notaris dalam menghadapi masalah akta perubaban asggaran dasar yang
telah melampaui batas waktu adalah notaris tetap baros berpegang kepade
ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriaku dengan menyarankan
kepada pihak perserozn untuk melakukan pencgasan kembali mengenai hasil
keputusar-keputusan tersebut melalui KUPS. Dalam hal ini kewajiban notaris
tidak semata-miata merumuskan ztau memformulasikan scgala sesuatu yang
dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dan kemudian menuangkannya dalam
susty akta otentik, akan fetapi Notaris sebagai peiabat umum yang diberikan
kewenangan dan kepercayaan oleh undang-undang harug lIebih teliti dan berhati-
hati dalam mepcenmati segala sesuatu hal yang berkenaan dengan keabsahan
prosedur pengajuan permchonan persefujuan atay pemberitahuan perubaban
anggaran dasar kepada Menteri. Apabila tefbukti bahwa proses pelaksanaan
pengajuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas tersebut tidek memenuhi
syarat atau prosedur sehagaimana ditentnkan undang-undang dan atau anggaran
dasar perseroan, maka akan menimbulkan akibat hukum bagi perseroan tersebut.
Semua tindakan pengajuan perubahan anggacan dasar tersebut menjadi cacat
hukum. Sememtars dalam kasug d&i atas bahwa tindakan notaris dengan
mengajukan permohonan persetyjuan  dan  pemberitahiuan perubshan data
Perseroan kepada Menteri yaitu dengan membuat akia perbaikan scbagai
pengganti dari akta yang kadaluarsa tidak dapat dibenarkan dan telah melanggar
ketentuan perundang-undangan. Akia yang telah iewat batas wakiu menurut
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penulis telah cacat hukum, akan tetapi perbuatan hukum mengubah anggaran
dasar oleh para pihak tidak batal. Keputusan-keputusan yang terfuang dalam akta
notaris tersebut harus ditegaskan kembali melalui hasil keputusan RUPS. Dalam
hal ini seharusnya Notaris membuat akta penegasan berdasarkan hasil keputusan
RUPS yang menegaskan kembali segala keputusan-keputusan yang telah
disepakati dalam RUPS sebelumnya dan sekaligus memperbaiki kesalahan
redaksi. Selanjutnya Notaris dapat mengajukan permohonan persetujuan dan
pemberitahuan kembali ke Menterd Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia berdasarkan akta penegasan tersebut. Akta perbaikan tidak dapat secara
langsung dibuat oleh notaris berdasarkan akta yang telah lewat batas wakiu yang
kemudian dijadikan sebagai dasar pengajuan permohonan kepada Menteri. Dalam
menyelesaikan permasalahan akta yang lewat batas wakiu ini telah terjadi
perbedaan pendapat, oleh karena itu para notaris yang tergabung dalam organisasi
INI (Ikatan Notaris Indonesia) dan pihak instansi pemerintah yang terkait
berinisiatif memberikan solusi dalam mengatasinya. Dalam solust tersebut antara
lain, apabila akta sudah terfanjur lewat batas waktu, sedangkan para pemegang
saham sudah tidak bisa hadir lagi untuk rapat, maka pada setiap RUPS harus
menyebutkan kuasa kepada direksi atau pihak lain yang telah dikuasakan dalam
RUPS untuk membuat perubahaﬁ, pengukuhan kembali acara rapat, ataupun
mengajukan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kuasa tersebut
akan lebih sempurna lagi jika bisa dibuat secara terpisah dalam bentuk lampiran.
Jadi setiap lewat dari 30 (tigapuluh) hari, direksi tinggal membuat pengukuhan
kembali atas RUPS yang sebelumnya. Penulis berpendapat babwa masalah jangka
waktu proses pengajuan permohonan perubahan anggaran dasar ini telah secara
tegas di atur dalam peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat diubah
langsung oleh pihak-pihak tertentu karena akan mengakibatkan ketidakpastian
hukum. Segala perubahan atau penyimpangan aturan yang telah ditetapkan oleh
undang-undang hanya dapat diubah oleh peraturan yang setara dengan undang-

undang.
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3.1. Saran-Saran

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat dikemukan
beberapa saran yang diharapkan dapat meniadi bahan pemikiran guna memberikan
solusi bagi permasalahan yang dihadapi, antaca lain

1. Agar pemerintah meninjss kembali dan mengubah ketentwan dalam UUPT,
khususnya ketentvan mengenai pelaksanaan pengajuan permohonan persetujuan
atau pemberitahuan perubshan anggaran dasar kepada Menteri, sehingga dalam
pelaksanaannya masih dapat dilskukan melslul sistemn elektronik atau sccara
manual, Apabila ketentuan tersebut diterupkan, maka pemerintah harus lebih
mempersiapkan sumber daya manusia agar dapat menunjang kelancaran wakie
sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.

2. Kebijakan yang dibuat oleh pihak dari Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia dengan organisasi INI dalam penyelesaian masalah akia-akta notaris
yang meniadi lewat baias wakiu sebagal akibat dari sistern vang bermasakah,
maka penyelesaiannya harus segery dikembalikan berdasarkan ketentuan yang
berlaku pada wakdu kondisi telah normal. Hal ini dilakukan sgar kepastian hukum
dapat terwujud.

3. Notaris harus febib hati-hati dalam pererapan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku, karena notaris schagai pihak yang dianggap lebih mengetshul
hukum barus mampu mengantisipasi beberapz  kemungkinan vyang terfjadi
mengenat akta vang sedang atau teluh dibuatnya. Nolans juga harus mulai
berpikir dan sadar akan pentingnya aspek kualitas pelayanan yang tidak
melanggar koridor Kode Etik Notaris yang telah digariskan organisasi maupun
peraturan perundang-undangsn vang berlaku, Jangan hanya karena ingin segers
menyelesaikan perkars yang sedang dihadapinya, tetapi menjadi menimbulkan
perkara lain yang lebib begar, misalnya berupa gugatan dari pihak lawan. Dalam
hal ini peran notaris sangat diperlukan terufama pada saat peraturan perundang-
undangan vang sedang berlaku tidak dapat mengakomodir kebuiuhan atau
permasalaban yang ada di masyarakat.
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Para Pemegang Saham dan haryus diumumken Salam
'1 {satu} surat kabar harian vang berperedaran
NABLONAL . = mm o o e o

Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut
‘dl atas hanya sah jika persvaraban untuk — —mee—

kKuerum dan pengambilan keputusan vang dilatur

{

dalam Pasal 17 Anggaran Dasar ini relah -—e---

FLipenuhl . o o e

Semua saham vang dikeluarkan oleh pPerseroan adalah
lsaham ALAS MAMS ., =~ =~ o o s o o i
I

Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas----

‘wsaham adalsh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan

Hukum Indonesia dan/atau Warga Negara Asing-———-——--
dan/atau badan hukum ASING. - -m e mm e e
Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham----
atau surat kolekiif saham yvang bentuk dan isinya--
ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh --
Dizxektur Utama dan seorang 2ndggobta Dewan— e —rwe—-

KOMIBALLE | o o o o o i o e s e o e e

Dalam hal Perseroan Lidak menerbitkan surab sahawn-
jatav surat kolekbif saham kepemilikan saham Japat-

i
]&ibaktik&n dengan surat keferangan abau catatan

yvang dikeluarkan oleh Perseroan. =---ee-mmes oo ow

2
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‘Dalam hazl 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih de
-4 {saru) orang, maka hak vang timbul dari sahanm
%tarsebut digunakan dengan cara menunjuk 1 {satl

orang sebagail wakil bersama. «eccecammm e ———

~~~~~~~~~~~~~ PENGGANTI SURAT SAHAM -~ oo

Dalam hal surat saham rusak, tidak dapat dipaka:
atau hilang, Direksi mengeluarkan surat saham--
pengganti dengan syarat, biava dan tats cara--
sebagaimana ditetapkan berdasarkan keputusan Re
DLIE@KEL , = o o s o o o e
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada avar (1) -
mutatis rutandis berlaku bagl pengeluaran surat

kolektif saham penggQanti. =« = we o wm omm

~~~~~~~~~~ PEMINDAHAN HAX ATAS SAHAM ~-—w-- —eo-

Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan ak
pemindahan hak atas saham veang ditandatangani ¢
vang menindahkan dan yvang mensyima pemindahan a
kKuasanys ¥ang Sah. —-reeesermmr v v
Pemegang saham yvang hendak memindabkan hak atas
saham, harus menawarkan terlebinh dahulu kepads-

pemegany Saham Lalin. — = -« oo s

l?emindahan hak atas saham hanys diperkenankan--
dengan Persetujuan Rapat Umum Pemegang Sahamn. -
Pemegang saham vang hendak memindahkan hak a
saham, harus mengajukan permohonan secara terbu

kepada Rapat Umum Pemegary Sah@, e e wwme «mwmm—-

10
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2.

sampal dengan hari dilaksanakan Rapat Unume--—-——.

Peregang Saham, pemindahan hak atas sahanm tidak---

Aiperkenankan, - =
~~~~~~~~~~ RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM - v ne
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ PASAL 8 ~=~mr oo me
Dalam Anggaran Dasar ini, Rapat Umum Pemegang——-—=-

ES&ham (selanjutnya disebut RUPS) adalal | —~we—-e-e
B. BUPS TaRUMEN; o o o oot o i o o — o o e o e e o

D. RUPS lainnya, yang selanjutnya disebut juga--—-

RUPS Luar Biasa biasa kecuali dengan tegag--- -

ditentukan lain, —— s -vmr oo neam T T

i
Mata acara RUPS dapat diusulkan ocleh 1 {satul-w--=-

P

{satu per sepuluhn) atav lebih dari jumlah seluruh
sanam dengan hak suara. c--—rrcme oo e

Dalam RUPE Tahunan: =e—-se - e o e e

a. Direksi menyampaikan laporan tahunan sesusi ~--

dengan ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal

THE LHTDT 4 o o o o s e o et i e it i o

!b, Ditetapkan penggunaan laba, sesual dengan ——--
]keteﬁtuaﬁ PR oy

!c‘ Diputuskan mata acara lainnva vang telah-—-~——w

diajukan sebagaimana mestinya sesual deéngan

ketentuan TUPT dan Anggaran Dasar, —~e=-—eo-meas

‘4. Persetuiuan Laporan Tahunan dan pengasshan Laporan

i

Keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan ----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawadb sepenubnva

kepada anggota Dirgksl atas penguruséan dan Dewan--

13
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L

ke

— -

selama tahun buku vang lalu, sejauh tindskarn--
terasbut tercermin dalam Laporan Tahunan dan--
Laporan Xeuindgarn PerSorQall, = w— — = s a o ms e e
RUPS Luar Bisss dapal diselenggarskan sewakbu-

waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakean

menutuskan mata acara RUPS kecualli mata acara R

jvang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huxruf

%

dengan memperhatikan ketentuan UUPT dan Anggara

RUPS diadakan di tempat kedudukan Perserocan ata
divempat Persercan melakukan kegiatan usaha. --
Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayar {1]-
tharus terletak di wilayah Republik indonesia. -
.Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semus -
pernegang saham Jan semuz penegany saham menyatu
diadakarmya RUPS dengan agendsa tertentu, RUPS--
dapat diadekan dimanapun dengan memperhatikan-
ketentuan sebagaimana dimaksud pada avat (2). -
wUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggill:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 82 UUPT. ----w---
Femanggilan RUPS tidak diperlukan jika semua --

pemegang saham hadir semua menyetuiul agenda ra,

%dan keputusan disetujui dengan suara bulat. ---
RUPS dipimpin oleh Pregiden Direktur . =w==——ww-
iDalam hal Presiden Direktur tidak ada ataun~-----
‘berhalangan karena sebab apapun yang tidak pe

12
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= .
g,

!

isalah $EOTANG ANGYOLA Direksi. —-reo—mce o e o

|7. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atmu-
Iberhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu~--
ldibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh

IPrasiden KOMiSaAYriS. e —— oo m———————— e e e

'8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak-——--
?hadir atau berhalangan karena sebab apapun vang---
?tid&k perlu dibuktikan kepada pibak ketiga, RUPS
idipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dap-~—» o=

%
_diantara mereka vang hadir dalam RUPS. - mme—cwe oo

9. %v?g dapat juge diselenggarakan melalul media-—me-—
ielektranika sesual dengan ketentuan Pasal 77 UUPT.

[ e KUOROM, HAK SUARA, DAN XEPUTUSAN RUPS -~ —-ew
] ~~~~~~~~~~~~~~~ L PASAL 10 — - oo L
li. a. Dengan mengingat ayat 7 Pasal ini, BUPS dapst=~-
dilangsungkan apabila dihadiri atau diwakili

toleh pemegang saham yang mewakili lebih dari

172 {satu per dua) bagian dari jumlah seluruh

'saham dengan hak  suare vang sah yang telah
iéikeluarkan Persercan kecuali apabila-w——-mw- -
lditentukan lain dalam Anggararn Dasar inl,----=-

b, halam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam----

‘ayat l.a tidak tercapsi, maka dapat diadakan
‘panggilan RUPS kedua, ——-remmsme oo e

¢. Panggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat-
‘1.0 harus dilakukan paling lambat 7 (tuijsh)---

hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan, tidak

‘termasuk tanggal panggilan dan tanggal RUPSE. -

13
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4

1bahwa RUFS pertvama telah dilangsungkan dan—
ihidak mencapal KuQrum. —=--=—mmwre s s —
i

Id, RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10---

§ES£§pulu§f}} hari dan paling lambat 21 (duapuld

i
'satul hari terhitung sejak RUPS pertama----

iﬁilangsungkan- ~~~~~~~~~~~~~~~~ e -
'e, RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil---
Ikeputu$an vang mengikat apabllia dihadixi a
fdiw&kiii oleh pemegang saham vany mewakili-
ip&iing sedikit 1/2 {(satu per dua} bagian 4
%jumlah seluruh saham dengan hsk suava vy
‘sah. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
!f. balam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai,-
imaka ALaS @erﬁohan&n Perscroan kuorum------
ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeril van

!wilayaﬁnya meliput: tempat kedudukan -~ —-w«~

H

‘Persergan. ---—--- B — R — A -
I
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang sah
laln atau orang lain berdasarkan surat kuasa. -

3. Anggota Direksi, anggorta Dewan Komisaris dan---

karvawan Perseroan, boleh berrindak seiaku ku
dalam RUPS, namun suara vang diksluarkan sel

kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pomnungy

1

iguara. e e e o e
féu Pepungutan suara nengenai diri orang dilakukan-
dengan surab tertutup yang tidak ditandatang
!dan mengenail hal lain secara lisan, kecuali--

apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada-

14
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‘s, Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap---
i
tidak ada dan tidak dihitung dalam mensentukan-----~
Jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS., —=m-—ww—

6. a@. Semua keputusan dlambll berdasarkan musyawarah«

untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan
;mugyawarah untuk mufakat tidak tercapal, maeks
ikaputusan diambll dengan pemungutan suarg@--—---
fbazda&&rkan suara setulu lebih dary 1/2 {satu
iper dua; bagian dari iumlab svara vang--------
'éikaluarkan dengan sah dalam RUBS, kecvali~—--
!&pabiia galam Anggaran Dasar ditentukan lain.-
B, Apabila jumlah suvara vang setuliu dan tidak----
isetuju sama bam?akﬁya, maka usul ditolak., --w~-
l?- Den%an tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 1 ~--
sampal avat & Pasal ini yang menentukan lain, hsl-
hal berikut memerlukan persetuivan RUPS, pada-—-
Rapat mana lebih dari 8% % (delapanpulubh lima -w-
persent jumlah seluruh saham yvang telah--e—we—wm
dikeluarkan Persercan dengan hak suara vang sah
gdiwakili dan  disetuiui oleh le&bih dari 8% &

{delapanpulivh lima persen) darili Jjumiah seluruh

saham yang telah dikeluarkan Persergan dengan hak

a. parsetuvivan untuli Direksi untuxk melakakan hal-

%hal vang disebutkan dalam ayat 2 Pasal 12 dan

b. pambelian kemball saham-saham yang telah -----

15
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gs&bam vang telah dibeli oleh Perseroan; -----
Pemegang saham juga dapat mengambll keputusan ye

mengikat di luar RUPS dengan syarat Semuad emadd

saham dengan hak suara menyebQjul secara tertu’

idengan menandatangani usul yang bersangkutan. --

Keputusan yang diambil dengan cara demikian,----

mempunvai kekuatan vang sama dengan keéputusan we

diambil dengan salh dalam RUPS. — e e v ey

e e DIRERST =~ — e mm s om e —

Perservan diuwrus oleh suatu Direksi vang terdir:

|dari 2 (Qua} anggota. == =—=== - mwmm—— oo e

-gusunan Direksi adalah sebagal berikuti-———-—w-
a. Presiden Direktury ;-wemessmc e e
Y. Sg@Ept] i oG UE N - i - T — - e g -~ ——~

-Jika terdapat lowong dalam Direksi, Dire
terdlirl dari gisa anggoebta Direksi, sampal seor
pengganti diangkatr sesual dengan ayat 5 Passl

dengan tidak mengurangl persetujuan dari pi

vang berwenang, dika disvaratkan., - emme s

Para anggota Direksi dianckat oleh RUPS, dengan

iketentuan bBahwa 1o s e e
a. Presiden Direktur harus diangkatr dari calon-

jcalon yang diatiukan oleh Pre Ltd; da:r

. georang Direktur harus diangkat dari calon -

alon yang ditunjuk oleh Pte Ltd. ---
|~pencalonan terssbut mengikat RUPS vang mengang

para anggota DIireksi —-wmesmmommr i e

is
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1.

Cireksi berhak mewakili Persercan 41 dalam dan

luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam--

isegala keijadian, mengikat Persercan dengan piha

lain dan pihak lain dengan Persercan, serta---
menjalankan segala tindakan, bailk yang menge
kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembata
Ibahwa UTIEUK 3 — o oo o e v s o e

a. Menbeli atau menyews barang-barang pergerak-

untuk dumlah vang melebihl USS
a

sRulvalennya dalam Rupiah atau dalam mata u

. Membeli atau memperoleh barang-barang modal-
untuk jumish yang melsbihi
2

fekulvalennya dalam Rupiah atau dalam maba o

¢, membudt pemberitahuan (pengunuman) kepada ur
mengenal hal-hal yang berhubungan dengan---

Perseroan yang berpengarub secars berarti -

d. menentukan cara, penanganan dan penyelesala

rkasus litigasi yang penting.--—---—=«- e

H
i@, Menijual atau dengan cara lain memindahkan -

lbar&ﬁgnbarang bergerak urtuk jumiah vang---

i

tmﬁlebihi Uss
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Rupiah atau dalam mata uang lain.----e—wmem——-
harus dengan pergefbuiuéan tertulis abtauy surat--—---
surat/akta-akta vang berkenaan turut----—-re—w-—-

ditandatanganl oleh Dewan Komigsarig.- e vmewm- e

2. Direks: membutuhkan persetutduan terlebih dshuluo--—

dari RUPS sesuai dengan ketentuan avat 7 PFasal 10

o. mengajukan pernyataarn pendaftaran dan «--eoe

permohionan wuntuk pendaftarasn surat berharga

tyang dikelunarkan Perseroan; -«=--—~m»——w—. ety e e
ld. memindahkarn, mengalihkan hak., atau manvewakan-
semua atan sebagian besar usaha Persercan~-—--
kepada pihak lein atau menerima pengalihan---

'useha pihak lain, selain dalam usaha Perseroan

f. menerbitkan surab berharga yang dapat--—--—=—=

diperjualbelikan atau pertukarkan, opsi dan
waran, atau obligasi., surat hutang dan setiap

jenis surat hutang; dan-—-- = - e s rmm o e

kecuall usaha Perseroan scehari-~hari dalam-~w— -

Lo)

‘tindakan-tindakan berikut, setisp penjualan
atau dengan cara lain pelepasan, nengadaikan

atau memberikan hak tanggungan atau dengan
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Peran Notaris..., Amalia, FH Ul, 2009



bergerak dengan imbalan melebihi USS-—wwm—o

100,000.00 (seratus vibu Dollar Aameyika -

_Serikat) atau ekuivalennya dalam Rupiah =
idaiam mata uang lain, pada satu kali perist
iarau sebagal tambahasn pada suatu penijual
.pelepasan, pengadalian, hak tanggungan a

gpembebanan vang dilakukan dalam, suatu fa

o

|3. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan h
atan menijadikan daminan utang selurvh atau le
dari 50% {lima puluh persen) Jjumlah kekay
bersih Persersan dalam satu tahun buku, baik da
satu transaksi atau beberapa transaksi vy
berdiri sendiri ataupun vang berkait&n.satu 8

fTain, harus mendapat persetujuan deri RUPS vy

dihadiri atau diwakili para pemegang saham v
:memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per emg
’bagién dari jumlah seluryuh saham dengan hak su
vang sah dan disetujul oleh paling sedikit

{tiga per <mpal) Dbagian dari jumlah seluruh su

vang dikeluarkan secara sah dalam RUPS. - wwewo -

Ié,a. Pregsiden Direktur berhak dan berwenang untuk
dan atas nama Direksi serce mewakili--—wwe-

PETS@IOAN, — =« = e = = e o

ib. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau
berhalangan karena sebal apapun juga, vang-
ridak perliu dilbmktikan kepads pihak ketiga,

maka setiap Direktur yang Jdituniuk sec
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herwenang bertindak untuk dan atas nama -~—-—w--=

Direks) serta mewakill Perseroa@n. ——ww——wwme— .

’&. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka--

Py

'segala tugas dan wewenang vang diberikan kepada---

|Presiden Direktur atau anggota Direksi yang lain-
H

dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginyva. -—--

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ RAPAT DIREKSI ----mmmmemmmm oo

Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakuken---—--
[saﬁiap waktu apabila dipandang periy : ~—~--mree o

; 3 . :
'a. oleh seorang atau lebih anggota Direksl; -~—-=---

ib. atas permintaan tertulis dari seorang atau-----
; llahih anggata Dowan KOmisaris; aray s-—<wes=— ..
Icwatas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang----

atau lebih pemegang saham vang bersama-gama-— -

mewakill 1710 {satu per sepuluh) stau lebih---

dari jumiah seluruh saham dengan hak suars. —-

¥
i .

panggilan Rapat Direksi dilakukan cleh anggota--~--

IDireksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama

Pangglilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat--
‘tercatat atau derngan surat vang disampalkane-----
langsung kepada setlap anggota Direksi denganw-—-—--
mendapat tanda terima paling lambat 3 {tiga} hari
:gebelum rapat diadakan, dengan tidak--wmremmm oo

memperhi tungkan tanggal panggilan dan tanggal--—---

TR

TAPAL . = mrm m se e
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|tanggal. waktu dan tempat rapal. —-—=-=-sw—-ww---
5. Rapabt Direksi diadakan ditempat kedudukan--——---~
E?erseroan atau tempat kKeglatan usanha Perseros
éApabiza semua anggota Direksi hadir atau diwakil
‘panggilen terlebih dahulu tersebut tidak~-—w---
-disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan---
tdimanapun juga dan berhak mengambil keputusan ve
gsah dan mengikab. —=s=-—mm oo
S.ZRayat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalan
|hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau------
%berh&langan. vang Gtidak perin dibuktikan kepe
ggihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seor:
%anggota Direksi vang dipilih oleh dan dary ante
ianggmta Direksl vangy hadlr,--—-~ - srmmmm e e e
1?, Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rap
iDireksi hanya oleh anggota Direksi lainnya--—----
berdasarkan SULSL KQESH ., = oo m ;o b o e o o e
|8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil-~-
keputusan vang mengikab apabila lebih dari % {s¢
pey dual dari Jjumiah anggota Direksi hadir at

Aiwakili dalam rapal, — = oo = me s mmn s

IQ. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarks
imusyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercap
%maka keputusan diambil dengan pemunguban sus
%berd&saxkax suara setuju lebah dari 1/2 (satu g
dua) dari jumliah suara vang dikeluarkan dalam--
IRapat Direksil., ~—rwrmremm e s e e e e

i0. Apabila suara yang setuiuw dan vang tidak setuju-
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lll*aﬂ Setiap anggota Direksi vang badir berhak -~-—=w-
mengeluarkan 1 {satu) suvara dan cambahan 1
{satu} suara untuk setiap anggota Direksi lain

vang diwakilinya. = s o e

b. Penunguban suara mengenali diri orang dilakukan-
|Gengan surat suara tertutup tanpa tandakangan
isedangkan pemungutan suara mengenal hal-hal---

lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua

Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada---~--~

kebaratan dari yang hadiy. —-we-smme—cmmm v

ic. Suara blanko dan suara yang tidak sah, dianggap

tidak ada sgerte tidek dihitung dalam-----~=-——~~

mepentukan jumlah suara vang dikeliuszrkan, ----

12. Direksl dapat Jjuga mengambl)l keputusan vang----
mengikat di luar Rapat Direksi, dengan syarat
semua anggota Direksi menyvelujui secara--—-—---—-
vertulis dengan menandatangani usul yang----
bersangkub@n . m—— o o o e
Kepubtusan vyang diambil dengan care demikian,

mempunya: kekuatan yang sama dengan Reputusan

vang diambil dengan sah delam Repat Direksi. -
wwwwwwwwwwwwwwwwwwww DEWAN KOMISARISE wwme oo o
e 2 e o PASAL 14 ~mr——w o e e s e

1. bewan Komisaris terdiri dari % {lima) anggota.-—~--

~Susunan Dewan Komisaris adalab sebagal berikut:--
a. Presiden KOMISALLS ;wmrmmsmm e mmm e s o i~ o
b, 4 (empat) RKomigaris ;---r—-smmmm s e e

Jika terdapat lowong dalam Dewan Komisaris, Dewan-
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‘Komisaris, sampal seorang pengganti diamgkat --
sesual dengan avat 5 Pasal ini, dengan tic
mengurangl persetujuan dari pihak yang berwenar

Jjika digyvaratkan, —-ocr - me e e

2. Para anggota Dewan Kemisris diangkat oleh RUPE, -

dengan ketentuan bahwa :---—-m-m-oreroemm o mema
I _
ia. Presiden Komisaris dan 3 (tiga) Xomisaris---

i
iharus diangkat dari calon calon yang diajuk

‘oleh Pte Lbd: dan ——--mmmem e
b. seorang Komisaris harus diangkat dari calon--

lcalon vang dituniuk

i
i

~pencalonan tersebut mengikab RUPS yang mengangk
BEra apgaota LIECE s — - - — o - - - S i — - - -
-Jika sebelum stau pada RUPS tidak ada calon vya

diajukan untuk suatu jabatan Rapab tersebut berh

luntuk mengikat glapapun Juga.—~— e e —————
4,‘Yang boleh diangkat sebagal anggota Dewan———=we-
Komisaris hanya yang memenuhil persyaratan yang--

rditentukan peraturan perundang undangan Yang-—w--

!

T L e e o R

5. Anggota Dewan Komisaris diangkar oleh RUPS unbuk
‘jangke waktu 5 (lima) tahbun dengan tidak----—---
fmengarangi hak RUPS untuk memberhentikan sewak:
%w&kzu‘ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ o e

I6. Dalam hal tabatan anggoba Dewan Komigaris lowong

|olel sebab apapun, maka delam jangka waktu 30---

{tiga puluh} hari sejak terjadinys lowongan, har

diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu~
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l?, Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri--
tdari jabatannya dengan mermberitashukan secara---—---
itertulis mengenal maksud tersebut kepada Pergeroan
i sekurangnya 30 {(tigapuluh) hari sebelun tanggal
.pengunduran dirinya. -----—esesmmem e o o e

isa Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:-

[a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat

b. tidak lagl memenuhi persvaratan perundang- - —- .
iundaﬁgan dan/atau anggaran dasay; ———swwe e o

. meninggal dunia; ~---rovmeo—ew e e o s

&. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPHE, ~~—mw R

! mmmmmmmmm TUGAS DAN WEWENANG DEWAN FOMISARIS ~-—---w--

tl, Dewsn Komisaris bertugas mengawasi kepengurusan -
Porsercan vang dijalankan oleh Direksi, memberikan
‘nasehat kepada Direksi sepanjang dipandang perliu

olgh Dewan KOMISAY LS. =i mmm s s o o i o o o

Z. Dewan XKomisaris setiap waktu dalam jam kerja------
kantor Persercoan berhak memasuki bangunan dan--—---
halaman acau tempat lain yang dipergunakan atau
vang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa
semua pembukuan, surat dan aiat bukti lainnva, --—-
memeriksa dan mencoccokkan keadaan gang kas dan--e-
lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala

tindakan vang telah dijaslankan oleh Direksi.---=--

3. Diryeksi dan setlap anggota Direksi wajib untuk----

2%
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i s aumas eawesd 3w laaFted)  CERILAAN WYl DEL  Vang- e
ditanyakar oleh Dewan KOmMiSarig. —-——=——wmwwm— .
4. Berdasarkan pasal 11 (5} Anggaran Dasar dan-----
berdasarkan RUPS, Dewan HKomisaris dapat melakuk
tindakan pengurusan Persercan dalam keadaan---
itertentu dan untuk tangka wakbtu tertentu makas--
'merlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang ¢

kewajiban Direksi terhadap Persercan dan pilk

5. Dalam hal hanya ada secrang anggoba Dewan———-—--
[Kemisaris, segala tugas dan wewenany yang----
diberikan kepada Xomisaris Utama atau anggota-—--~

Dewan Eomisaris dalam anggaran dasar ini bherla

PUis DAgINYA . = rm e o e i

'Ket&ntwan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13--
mutatis-mutandis berlaku bagl rapat Dswan------
RO gariy . - T, S . S il o
~~~~~~~~~~~~~~ PERUBAHAN ANGGARAN DASAR - ~w— = —mn-
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww DRSAE  T e

1. Parubashan Anggaran Dasar ditetapkan olsh RUPS, --

vang dihadiri atau diwakili oleh penegang sah
vang mewakill paling sedikit 2/3 (dua pey tig
‘bagian dari jumlah seluruh sasham yang telah---
dikeluarkan yang mempunyaid hak suvera vang sah d
'xepuﬁus&n digseruiui oleh paling sedikit 2/3 (d
per tiga) bagian dari dumlah suaya vang--~e-~---

dikeluarkan dengan sah dalam RUPS, kecuali bah

i6
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11l ayat 2, Pasal 12 avat %, Pasal 14 avat 2, Pasgal
‘10 ayat B8, Pagal 17, pPasal 18 ayat 1 Anggaran
Dasar 1ini, harus diputuskan oleh RUPS wvang
|dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih
dari 8% % (delapanpulub lima persen) dari Fumlah
seluruh saham vang telah dikeluarkan Perseroan
dengan hak suara yvang sah dan keputusan mengenai
hal tersebut harus disetujui oleh lebih darl 85 %
(delapanpuluh lima persen} Jjumlah suara vang
dikeluvarkan secara sah dalam Rapat. —=v-romowmmmee—
-Pengubahan Anggaran Dasaxr tersebub harus dibuat

dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia. - -~

%2. ti}a’iam hal kucrum pada RUPS pertama sebagaimang --
| ‘ditentukan pada ayat 1 Pasal ini vidak tercapai,

maka paling cepat 10 {(sepuluh; hari dan paling---—m-

rlambat 21 {(duapulun satu} hari setelan RUPS-w---
pervama, dJdapat diselenggarakan RUPS kedua dengan
isvarat dan acara vang sama seperti vang diperlukan
‘untuk RUPS pertama, kecual: untuk jangka waktu
panggilan harus dilakukan paling lambat 7 {tuiub)
;hari sebelum RUPS kedua, tidak termasuk tanggal

panggilan dan tanggal RUPS. =wewr-wrwwmmo e

RIIPS kedua perhak untuk mengambil kKeputusan---—-=-
.apabiza Aihadiri atau diwakili oleh pemegang saham
fyang mowakili lebih deri 8% % (delapanpuluh 1lims
persen) bagian dari seluruh sgham vyang telah
idikeluaxkan yvarng mempunyal hak suara yang sah 4Gan
keputugan disetujui oleh lebih dari 85 % {delapan
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]dik&luarkan dengan san Galam RUPS. meweemcmme
13.i palam hal kuorum pada RUPS kedua sebagaimana ---
ditentukan pada ayat 2 Pasal ini tidak tercaps
maka atas permcohonan Persercan kuorum dicetapk

oleh Ketua Pengadilan Negeri vang wilavahnva---

Imeliputi tempat kedudukan Perseroan. ~----—-—=-—=-

|
|-PENGGARUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALINAN, PEMISAHAM

1. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undanga
yvang berlaky, penggabungan, peleburan, pengamh
aliharn, pemisahan, dan pembubaran Persercan han
dapat dilakuksn berdasarkan persetujuan RUPS va
dihadiri atau diwakili oleh pemegang saham va
mewakili lebih dari 85 % (delapanpuluh lima ---
persen) bagian dari selurvh seham vang tel
dikeluarkan veng mempunyai hak suara yang sah &
kaﬁﬁtﬁsan disetujui lebih dari 85 % (delapanpul
i1ima persen) bagian dari Jumlah susra vyang =---

dikeluarkan dengan sah dalam RUPS, -=wweeomwoe—

2. Dalam hal kucrum pada RUPS pertama sebagaimana--

ditentukan pada ayat 1 Pasal ini tidek tercapa
maka paling cepat 10 {(sepuluh) hari dan paling--
lambat 21 {(duapuiubh satyv) hari setelah RUPS--——w-
pertama, dapat diselenggarakan RUPS kedua deng
gsyarat dan acara yang sama seperti vang diperluk
unitux RUPS pertama, kecuali untuk dangka wak

panggilan harus dilakukan paling lambat 7 {tuiu
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panggilan dan tanggal RUPS, —-vwemwerw e e o
RUPS kedua berhak untuk mengambil keputusan-—-—«-~-
apabila dihadiri atac diwakili oleh pemegang saham
vang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga)
agian dari: selvruh saham vang telah dikeluasrkan
yang mempunyal hak suara vang sah dan Keputusan
digetuiul olagh paling gedikit 3/4 (tiga per empat)
bagian daril jumliah suara vang dikelvarkan dengan
sah dalam RUPS, ~revrmecme e vt c e i e e
Dalam hal kuorum pada RUPS kedua sebagaimana-—w-—-

ditentukan pada ayat 2 Pasal ini tidak tercapai,
maka atas permohonan Persercan kuorum ditetapkan
oleh Ketua Pengadilan Negeri vang wilayvahnva-—---

melipull tempét kedudukan Parserosn., ———we—me—wa—

1--— RENCANE RKERJIA, TAHON BURU DAN LAPORAKN TAHUNAN ---

i

Direksi mernyvampaiken rencana keria vang nemuat-—--~—-

juga anggaran tahonan Pergercan kepada Dewan—----
Kpmisaris untuk mendapat persetyiuan, sebelum-----
rahun buku dimulal .« m e e e

Rencana kerja sebegaimana dimaksud pada avat (1) --
harus disampaikan paling lawbat 30 {vigapuiuh}-~-

hari sebelum dimulainya tahun buku vang akan---- o

H{satu)} Januari sampai dengan tanggal 31 {tiga-----
ipulub satul Desember. Pada akhir bulan Desenboyr---

itiap tabun, buku Persercan ditutup., ==-eme—we—wm—.o
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di Kantor Persercan untuk dapat diperiksa ocleh--
para pemeganyg saham terhitung sejakx tanggai---
ipanggilan RUPS TANUNAN. - mme oo o o o o o
oo PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGEIAN DIVIDEN - ~-~-
l wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww PASAL 20 ~omem s e e
il- Laba bersih Pergerocan dalam satu tahun bukuy-~---
Jseperti tercantum dalam neraca dan perhitungan--
élaba rugi yang telah disahkan oleh RUPS vahunan-
.dan merupakan saldo laba yvang positif, dibagi-
menurut cara penggunaannya vang ditentuvkan oleh-
RUFS LerSebhut. == - s o e i e i e s e —
2. Dalam hal RUPS Tshunan tidak meneptukan-—--—--ww-
penggunaannyd, laba bersih setelah dikurangi--- —
dengan cadangan yang diwajibkan Undangwuﬁdang»‘!
dan/atau anggQaran dasar Perseroan, dibagi sebag
dividen kepada pemegang saham seimbang--—--w-—--
(proporaional} sesual dengan jumlab kepemilikan:

sahanm nasing-wasing dalam PerSeroan. —-e- ——xmwe-

1. Jika perhitungan laba rugi pada suaku tahun buk

‘mepunjukkan keruglan yang bidek dapat ditubtup~
dengan dana cadancan, maka kerugian ity akan ter
dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan labas n

dan dalam tahun buku selanjutnva PErsSerofn--—-ww.

rdianggap tidak mendapat laba selams kerugian v
-cercatat dan dimesvkkan dalam perhitungan laba-
rugi itu belum sama sekall tertutup. -—~-ww=ce—-

4. persercgan dapat membagikan dividen interim sebel

30

Peran Notaris..., Amalia, FH Ul, 2009



keputusan Direksi setelsh memperoleh persetujuan--
Dewan: Komisaris, apabila jumlah kekayaan bersihi---
Perseroan tidak weniadi lebih kecil deri pada---—~
jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambali—--—
cadangan waiib serta tidak boleh menggangou atau
menyebablkan Perseroan tidak dapat memenuhi-----w
kewajibannya pada kreditor atau menggangou atau--
menyebabkan Perserosn tidak dapat memenuhi-~—ew-
kewajibannya pada kreditor aLau mMenguanggile— - — -

kegiatan PEUSE@TGaN., — o= o= s s e e e e

5. Dalam hal setelah tabun buku berakhlr temyatsa--—--
’ iPerseroan menderita kerugian, dividen interim vang
;tel&h. ditagikan harus dikembalikan oleh pamegang
'$aham kepada Persézmam, dalam hal pemegang saham
tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut

maka Direksli dan Dewan Komisarie bertanggung dawsb

secara Langgung renteng atas kerugian Persercan. --

i6. Laba vang dibagikan sebagai dividen vang tidak----

idiambil dalam jangka waktu 5 (lime} tahun setelah
disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam
dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu;
Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat
diambil oleh pemegang saham vyang berhak sebelum
lewatnya “angka waktu 1§ (sepuluh} rvahun dengan---
menyampaikan bukti haknya atas dividen terssbut---

vang dapat diterime oleh Direksi Persercan; -=---=-

Dividen dalam dana cadapgan khusus vang tidake--—-
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1. Bagian laba yang disediakan untuk dana cadangan--
ditentukan cleh Rapaf Unum Pemeganyg Saham deng
mengindahkan peraturan perandang-undangan yang--

‘b&rlaka. wwwww e e

2. Dana cadangan samnpai dengan jumliah sekurang- ---

kurananya 20% {cuapuluh persen) dari maodal vye

ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugid
vang Glderita PRrSerOan. — =« == - e e :

3. aApabila jumlah dens c¢adangan belah melebihi juaml

sekurang-kurangnya 20% {(duapuwluh persen) tersebl -

Rapat Umum Pemsgang Saham dapab memutuskan ag .
;jumlah dans cadangan yang telah melebihi juml

ésebag&imana ditentukan dalam ayat 2 digunal

untbuk keperludn PerSerfan, ————sww o i oo e =
4. Cadangan sebagaimana dimeksud pada ayat 2 vang -

‘belum dipergunakan untuk menutup Kerugian dan-
.kelabihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ay
3 yang pengunaannya bpelum ditentukan oleh Rar
Urum  Penegang Saham harus dikelola oleh Direl
dengan cara vang fepat menurut pertimbangan----
Hireksl, sobelah memperclah persetujuan Dewan~--

Komisaris dan memperhatikson peraturan perundar

undangan agay mempercleh labg.--m-mmmrm e mme e

wwwwwwwwwwwwwwwww KETENTUAN LAIN-LAIN —- e = o
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dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS, ---
Akhirnva, pera pemegang saham yang bertindak dalam --

kedudukannyz schagaimana tersebut di atas menerangkan

I. Dari Mcdal Dasar tersebut telah diambil bagian dan

disetor permah dengan uvang tunai melalul kags--w-=

Persercan setumlah ey

saham atau seluruhova

dengan nilai nominal Rp. ' o

vaitu oleh para pemegang saham: —-v-—sreommeom e cwnn

a. PTE.LTD. sebanyak -
i , . 7 saharm

;atau dengan bernilai nominal sebesar - - ----

;R?nw ’ = o = ) v -

‘ ;-—w uuuuu
b. TFuan sebanyak -
1

i i s i &a}‘za}ﬁ
-atan dengan bernilai nominal sebesar ----=----
Ro..

Sehingga seluruvhnva berjumlah

saham atfau----—

idengan bernilal nominal sebegar----ce--w—rmocews
Rp -
T1. Selanjutnya susunan Direxsi dan Romlgarig--~—--~=-=
i
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Presiden Komisaris

%Kmmisaxis
i

34

adalah szbhagal berikus
Tuan ' lahir

idi ,  tanggal

satu}, Wargs Negs
. Bwasta, ~-——wwm

bertempat Linggal 41 ---

Pemegang Paspor Nomor -—-

N T

Tauarn g ———

lahir 4i , mme—
Larga )

. Wargs Hegarg--—oee-

. SWASTE, mee—-

1N e e M e e e e e Tes e M e

e B S e e e
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i

Direktur

lahir di L e
tanggal” .

, Warga Negarg-—-——-—-

. Swasta, - -

bertempat tinggal di---we-

Jakarta, Jalan

oo ;

Kelurahan L

Kecanatan e

X{}tamac?.;}a J ;-

Pemegang Paspor NOmOY ~e-—--

Wanita . lahir
ai ” tanggal

. Warga----

Hegara h Swasta, -

ber%amgat tin&gaz di e

A
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;
Selanjutnya PARA PEMEGANG SAHAM dengan ini memberi

ikuasa kepada Direksi dan/atau

ibaik bDersama-sgama maupun sendiri-sendiri, dJdengan b
untuk memindahkannys kepada pihsk lain, untuk------
memohon peérsetujuan dan menvempeikan laporan serta-

mendafrarkan pada Intansi wvang berwenang atas----

Resclusi tersebut dan menvatakan serta menyusun---
¥ .

perubahan-perubahan dan/atau penambahan penambahan-

‘bilamana diperlukan, untuk itu menghadap Simdna--
perlu, memberikan-keterangan dan Taporarn, membuat-

atan surunl membuat serta menandatangani semua  sur

selanjutnya melakukan segala sesuatu yang diange
perlu dan berguna untuk itu, tidak ads yang------
AIiReCUal JRATL ., = o o o e im e v s s e
Penghadap sava, Notaris kenal., ---sessmwmmae o
—————————————————— DEMIKTANLANY AKTR INI ——re-----
Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan 41 Jakarta,
pada hari dan tanggal serts dimelas pada pukuvl ----
itersebut pada awal akta ini dengan dihadirl oleh: -

1. Tuan Sarsana Hukum

lanir di , pads tanggal 000 —————-

bertempat tinggal di, Jakarta, Jaian -

(pleulel . Rukun Tetangga

3&
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Kecamatan . Kotamadya Jakarta ——w—=-
pernegang Kartu Tanda Penduduk nomor -—-----

. yvang berlaku hingga tanggal

Warga Negara Indonesila; ~——s-wesmmrmemmmme e — o
2, Nyonva © . Sarjana Hukum, lahir 4i . =
ipada tanggal o s

bertempat tinggal

i _ .
Rukun getangga . Rukun wWarge -, Kelurshan ~-—--
i“ RKecamatan = mesee
lKabupaten pemegang Karbtu Tanda Pendudulk
nomor . vang herlaku hingga - -e-ee
. CREE . R W OB OET . W T L
i

| . Warga-Negaza Indonesia, uniupk ~—-=-v-o
%semﬁntara berada di Jakarta; - —momm e

keduanya karyawan Notaris, vang sava, Notaris kenal -

sebagal sak@i-8aksi, S dmen e cme o e e e e o — e e

Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan -—-=-—w--
kepade penghadapy dan saksi-saksi sesual permintaan ~-
penghadap, perhubung penghadap dan saksi-saksi telah
mengetahui dan memahami isi akta ing, wmaka skta ini
diparaf tiap halaman dan ditandatangani: olgh-w--wem--
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris., ---s~w-=e-w-
nilangeungkan dengan tanpa perubahan. --—-e-mncmmmwan

Mimuta akta ini telah ditandat§ngani dengan sempurng.
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DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG 3AMA BUNYINYA -

ROTARIS DI JARARTA

*
™

"y L] - +

L)
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£

_ AKTA PERBAIKAN
“PERNYATAAN KEPUTUSAN DI LUAR RAPAT UMUM
PARA PEMEGANG SAHAM

PT

Nomeory | _

-Pada havi ini, Selasa, tanggal - o —

sembilan). - : —

~Pukul WIB Waktu Indonesia Barat).

~Berhadapan dengan says,

Sarfanz Hukum, Notaris di -

t Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi vang saya, Notars kenal don —

yang nama-namanyd akan disebutkan pada bahagian akhir akta inie-—-—

L

Tuan lahiir di Bukit Tingg, tangeal —~v--
26-01-1972 {duapufah sembilan Januari seribu sembilancatus tujuhpelub
dua), Swasta, bertempat tingsal di Bekasi,

K-z Nomor 10, Rukun Tetanggs 007, Rukun Warga 012, Keluraban

Kecamatan Pondok , Kota Bekasi: =
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor VALY e

berlake hingga tanggal 20-01-2013 (duapuluh sembilan Januarf duaribu —

tigabelas), Warga Negara Indonesia:

| -menuryt keterangan penghadap tersebut diatas dalam bhal ind bertindak -
| selakn Kuasa dari dan selakn demildan berdasarkan Kuasa »—e-mesm e -~
| sebagaimana tereantum datar “CIRCULAR -

B e e T

yaﬁgéibﬁaté?’hawah tangan dan ditandatangani terakhir

tanggal . vang dimeterai-—-—

kemudian yang aslinya dilekatlan pada minuta akta saya tertangga!l ——vor

. Nomor

‘Wﬂ ketentuan pasal 28 Alya Pernyataan Keputusan Diluar Rapat ~
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|
|

i

Umnum Para Pemepang Saham perseroan terbatas PT mtemenee
yvang dibuat dihadapan saya, Netaris pada tangeal |

,Nomor , dengan-

demildan sah mewaldli dani oleh karena iha untuk }.km T TR P 1T R —

perserogn terhatas PT - . -

-Para penghadap terdebih dabulu menerangkan bahwa untuk memohon -

persetujuan dan pihak yang berwenang dan bilamana perlu mengadakan

| perubahan dan/atau penawgbahan atas Akia Pemyataan Keputusan Diluar -

Rapat Umuim Para Pemegang Saham perscroan terbatas ¥E

. tersebut vang diperdukan, maka N
-Penghadap senantiasa dengan bertipdak seperti tersebut di atas,-~o—eueeme

i menerangkan dengan ini bermaksud untuk mengobah Akta Pornvataan -

Keputusan Diuar Rapat Umum Pars Pemegang Sahan perscroan terbatag —-

Pr tersebut di atas yang akan dinvatakan ———ee

dalam aklz ini. o » -

-Berdasarkan hal-hal tersebut di stas, maka para penghadap mana ——w--

senantiasa dengan bertindak seperti tersebut diatas dengan im e
mengadakan perubshan atas Akia Pernyatasn Keputusan Diluar Rapat ~-—v
Umuin Para Pemegang Ssham perseroan terbatas PT v

tersebut di atas sedemildan rupa sehingga selamjutnyva Akta —ee
Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Para Pemegang Saham perseroan
terbatas PT. yang divbah tersebut berbunyi-—---

dan harus dibaca sebagai berikut:

;&. Pasal 11 ayat (1) d‘ar; (2} diubah sedemikian rupa schingga selanjutnya

berbunyi sebagai herilwot: —

DIREKS!
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1. Perseroan diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dart-5 ¢ anggota .«
susunan Direks] adalah sebagai berikut:--
a. Presiden Direktur ; - .
. Empat Direkur; - VRN

R - 7. $ . % I 'L e e e SPE— —

a
RN M

Jika terdapat lowong dalame Direksi, Direksi terdiri dari sisa anggota

Direksi, sampai seorang pengganti diangkat sesuai dengan avat 5 Pasal

ini dengan tidak mengurangi persetujuan dari pikiak yang berwenang,

jika disyaratkan. -

{ 2. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa -
i &, i’;&sk’ieﬁ Direlctur dan 2 (tiga) orong Divektur harus diangkat dari —

’ I calon-calon yang digjukan oleh Pte Lid; dan ~eeemmeems
; bj Seorang Direktur harus diangkat dar calon-calon yang ditunduk -—-
 |oleh  -Peltd.
i:g»Jika sebelum atau pada "RUPS tidak ada calon yang diajukan untuk

| suaty jabatan, Rapat tersebut berhak untuk mengikat siapapun juga.—
| B. Pasal 14 ayat (1} dan (2) diubah sedemildan rups sehinggs selanjutnya--
* berbunyi schagal berikot: -—
I DEWAN KOMISARIS -

. PASAL 14
l . Dewan Komisaris terdiri dari 5 (fima) anggota.

- susunan Dewan Komisavis adalah sebagai berikut: e

| & Pr&sidgn Komisaris ; - --
AN

b. 4 {empat) Komisaris ; --
! ~Jika terdapat lowong dalam Dewan Komisaris, Dowan Konsisars ——

terdirt dart sisa anggota Dewan Komisaris, sampai seorang pengganti
diangkat sesuai dengan ayat 5 Pasal ini, dengan tidak mengurangi -~--—-

persctujuan dari pibak yang berwenang, jika disyaratkan, «--——-mseee-

i 2. Paraanggota Dewan Komisaris dianghkat olch RUPS, dengun ketentuan —

e -
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8. Presiden Komasaris dan 3 (tiga) Komisaris haros diangkat dart calon —

; - | ealon yang diajukan oleh Pte 114; dan
b. seorang Komisaris harus diangkat dar calon-calon yang ditunjuk oleh
’ Pte L4, - ——

-pencalonan tersebut mengikat RUPS yeng mengangkat pura anggota ~—om

L]

Dewan Komisgris,

~Jika sebelum atau pada RUPS tidak ada calon yang diajukan untuk svata
jabatan Rapat tersebut berhak untuk mengikat siapapun juga.-——-—mmwmmm

- Ketentuan lain yang tidak diubabh dalam akta ind tetap berlaku -~
sehaggimana adanyva semula dan tetap mempumyai kekuatan hulcam yvang

* mengikat, -

- Direksi dan/atan baik bersama-sama maupurn sendiri-sendiri dengan hak —
y untuk memindahkan kekuasean ini kepada orang lam dikuasakan wntuk -
memaohion pengesshan atas Anggaran Dasar ini dani instansi yang berwenang
dan uatuk membust pervbahan dag/atau tambahan datam bentuk yang —-
t bagaimanapun juga vang dipechukan untuk memperoleh pengesahan terssbut
dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permiohonan dan ——-—

dokurnen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk

 melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperiokan.
+ ~ Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini

menyatakan dan mergarmin kebenaran identitas para penghadap sesuai ~———

| dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada sava, Notaris dan ——-—--

: bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta selanjutnyva parg —w--

[arp—

penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -~—-
- bahwa apabila di kemudian hari ternvata terjadi perselisihan dan stau

| sengketa dan atau pelaporan mengenai akta ini vang dibuat antara dan atau -

oleh penghadap maupun pihak lain dari segala sesuatu yang
! berhubungan dengan akta ini dan atan tindak lanjut dengan akta ini maka -

\
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s

{ membebaskan Notaris selalu Pefabat Umum maupun pejabat yang ——-—-ever

terkait dan saksi-saksi dari segala tuntutan dan atau gugatan hukum dan stau
laporan, baik perdata, tata ussha negara, maupun pidana, termasul akan
totapi tidak terbatas pada tuntuton yang dilakukan melalui kuasanya atay —eee-

PEngICan; - w

- bahwa apabila ternyats penghadap lalai dan tidak memenuhi maksud-—--vmv
tersebut di atas dan tetap melakukan penuntutan dan atau pelaporan - -
terhadap Notaris dan atau pejabat yang terkait maka penghadup dengan ini —
meraben kuasa kepada Notaris dan atau pejabat yang terkait dan saksi-saksi, -
untuk dan atas nama penghadap melakukan peneabutan terhadap tuntutan -
dan atau gugatan dan atau laporan tersebut di atas pada instansi yang, --—-—---

berwenang maupun kuasanya atau pengacars, tidak ada yang dikecualikan; -

| - habwa dengan dilakukan permibacaan akta ini maska penghadap yang -

bertanggung jawab atas 1t akta ini; -

- bahwa apabils dalam pengeluaran salinan/kutipan/petikan dari minuta —
akta {akta ofentik) ini terdapat kekeliruan atau kesalahan ketlk maka -—o-

Notaris akan melakukan pembetulan kesalahan ketik yang disesuaikan pada

mipute ~kea (akta arendikgeal e, R,

Ry e o LU L mATR
e R 32ty e
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~Wasga 008, Kelurahar . Kecamatan e

S

i “Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ——

H

- ' » yang berlaku hingga tanggal e e
. .» Warga Negara Indonesia; ~-—wen
2. Nyonyz . . Tghirdi 7 e

§

Pada tanggal e e
tujuhpuluh satu), bertempat tinggal diTangerang,

; 30 nomor 22, Rukun tetanggs 06, Rukun Warga 07, Kelurahan o
. Kecamatan © Kabupaten T peMSRAng

Kartu Tanda Perduduk nomor . yang berlaku hingga -

; tanggal

Warga Negars Indonesia,

-untuk sementara berada di Jakarta; —

kx:;duznya karyawan Notaris, vang saya, Notaris kenal sebagat saksi-saksi. ——
Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan ——
; saksi-saksi sesuai permintasn per;ghadap, herhubupg penghadap dan ~~—-—--
saksi-gakst telah mengetabni dan memahami isi akia ind, maka akta inf ——
diparaf tiap haluman dan ditandatangan oleh penghadap, saksi-saksi dan —

i .

' sava, Notans, — -
{

[ - Dilangsungkan dengan satu perubsahan semuanya karena coretan tanpa —--

ganhian. «-— : -

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna,

~ DIBRRIKAN SEBAGAL SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -

NOTARIEDY JAKARTA
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